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ALDIANSYAH GILANG ROSADI, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, 
Universitas Brawijaya Malang, November 2020, “PENERAPAN PASAL 14 AYAT 
(1) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 133 TAHUN 2015 
TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DALAM 
RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Dinas 
Perhubungan Kota Batu)”, Lutfi Effendi, S.H., M. Hum., Dr. Dewi Cahyandari, 
S.H., M.H. 
Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dari adanya permasalahan yang terjadi di 
masyarakat mengenai penerapan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan 
Bermotor di Kota Batu dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota 
Batu. Permasalahan tersebut dapat dilihat dari bagaimana saat ini di Kota Batu 
belum mampu dalam menyediakan fasilitas yang bersifat tetap berupa tempat 
pengujian kendaraan bermotor, sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan 
Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015. 
Alhasil, pada saat ini dalam hal pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor yang 
dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu untuk saat ini masih tidak dapat 
dilakukan di Kota Batu dengan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan 
peraturan yang ada. Akibatnya, sumber PAD yang seharusnya menjadi pemasukan 
tersendiri bagi Kota Batu, justru tidak dapat terserap dengan baik. 
Berdasarkan hal tersebut, pada akhirnya penulis menarik 2 (dua) rumusan 
masalah yang ada. Adapun kedua rumusan masalah tersebut yakni: 1) Bagaimana 
penerapan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 
2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Kota Batu dalam rangka 
peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu? Dan; 2) Apa faktor penghambat 
dan pendorong Dinas Perhubungan Kota Batu dalam melaksanakan ketentuan 
Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 
tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Kota Batu? 
Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis 
empiris serta menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data 
yang penulis gunakan dalam hal ini terdiri dari Data Primer yang diperoleh dari 





Batu serta kuesioner yang penulis sebar ke masyarakat, dan Data Sekunder yang 
penulis peroleh dari berbagai macam literatur yang sesuai dengan pembahasan 
yang penulis teliti. Berkаitаn dengаn teknik sаmpling, maka dаlаm penelitiаn ini 
peneliti menerаpkаn non-probаbility sаmpling dengаn teknik “purposive sаmpling” 
sebаgаi suаtu cаrа sаmpling dengаn teknik pengаmbilаn sumber dаtа 
menggunаkаn pertimbаngаn tertentu.  
Dari adanya analisis yang dilakukan oleh penulis atas permasalahan dan 
rumusan masalah penelitian, maka yang menjadi kesimpulan adalah tidak 
dilaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 
PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor tersebut pada 
akhirnya memberikan dampak yang besar terhadap sektor Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Kota Batu. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah aturan yang 
dibuat sudah jelas, tapi sulit dilakukan. Kemudian fasilitas dan sarana yang 
diperlukan untuk menunjang penegakan hukum yang ada dirasa masih jauh dari 
kata cukup. Sedangkan faktor pendorongnya adalah masyarakat yang taat hukum 







ALDIANSYAH GILANG ROSADI, Administrative Law, Faculty of Law, Brawijaya 
University of Malang, November 2020, “IMPLEMENTATION OF ARTICLE 14 
VERSE (1) REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION 
NUMBER PM 133 YEAR 2015 CONCERNING PERIODIC TESTING OF 
MOTOR VEHICLES IN INCREASING REGIONAL ORIGINAL INCOME 
(Study of Batu City Transportation Agency)”, Lutfi Effendi, S.H., M. Hum., 
Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H. 
The background of the writing of this thesis is from the problems that occur in 
the community regarding the application of Article 14 paragraph (1) of the 
Regulation of the Minister of Transportation Number PM 133 of 2015 concerning 
Periodic Testing of Motor Vehicles in Batu City in order to increase the Original 
Regional Income of Batu City.  This problem can be seen from how at this time 
Batu City has not been able to provide permanent facilities in the form of a 
motorized vehicle testing site, as contained in the provisions of Article 14 
paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Transportation Number PM 133 
of 2015. As a result, at present, the implementation of periodic motor vehicle tests 
carried out by the Batu City Transportation Agency is currently unable to be carried 
out in Batu City properly, in accordance with existing regulations. As a result, the 
source of PAD, which should have been a separate income for Batu City, has not 
been properly absorbed.  
Based on this, in the end the authors drew 2 (two) formulations of the existing 
problems. The two problem formulations are: 1) How is the application of Article 
14 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Transportation Number PM 
133 of 2015 concerning Periodic Testing of Motor Vehicles in Batu City in the 
context of increasing Batu City's Regional Original Revenue? And; 2) What are the 
inhibiting and motivating factors for the Batu City Transportation Service in 
implementing the provisions of Article 14 paragraph (1) of the Regulation of the 
Minister of Transportation Number PM 133 of 2015 concerning Periodic Testing of 
Motor Vehicles in Batu City? 
The writing of this thesis is done by using juridical empirical research methods 
and using a sociological juridical approach. The types and sources of data that the 





interviews with sources at the Batu City Transportation Agency and questionnaires 
that the author distributes to the community, and secondary data that the authors 
obtain from various kinds of literature in accordance with the discussion that the 
author studies. With regards to the simpling technique, in this research the 
researcher applies non-probability matching with the technique of "purposive 
sampling" as a similar way with the technique of drawing sources of data using 
certain considerations. 
From the analysis carried out by the author on the problems and formulation of 
research problems, the conclusion is that the provisions of Article 14 paragraph (1) 
of the Regulation of the Minister of Transportation Number PM 133 of 2015 
concerning Periodic Testing of Motor Vehicles in the end have a big impact on the 
sector. Regional Original Revenue (PAD) of Batu City. Meanwhile, the inhibiting 
factor is that the rules are made clear, but difficult to do. Then the facilities and 
means needed to support existing law enforcement are still far from sufficient. 
Meanwhile, the driving factor is that people who abide by the law have objections 




BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Persoalan transportasi di Indonesia saat ini merupakan masalah yang rumit 
yang dihadapi oleh pemerintah. Terlebih lagi ditambah dengan minimnya 
penyediaan transportasi umum yang disediakan oleh pemerintah untuk 
masyarakat dan juga meningkatnya jumlah kendaraan yang ada di Indonesia. 
Jika berbicara mengenai tranpsortasi, maka dalam hal ini transportasi adalah 
merupakan hal yang sangat lumrah dan mudah ditemukan di berbagai wilayah. 
Transportasi sendiri tidak dapat dilepaskan dari berbagai macam aktifitas yang 
dilakukan oleh manusia. Bahkan saat ini, transportasi memiliki peranan penting 
dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Pentingnya transportasi bagi 
masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yang ada yakni, 
keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, 
perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai, dan danau yang 
memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara 
guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.1  
Penjelasan diatas sejalan dengan tujuan adanya transportasi, yakni sebagai 
komponen terpenting bagi manusia yang digunakan sebagai sarana dan 
prasarana dalam pemenuhan aspek kehidupannya. Hadirnya transportasi dalam 
kehidupan manusia juga dimaksudkan untuk dapat membantu setiap manusia 
dalam menjangkau suatu tempat yang satu ke tempat yang lain dengan mudah. 
Hal ini sejalan dengan pengertian transportasi itu sendiri, yang mana 
didapatkan pengertian bahwasannya transportasi adalah kegiatan pemindahan 
barang (muatan) dan/atau penumpang dari satu tempat ke tempat lain.2  
Secara filosofis, fungsi dari adanya transportasi itu sendiri adalah hanya 
digunakan sebagai prasarana pengangkutan barang semata, lain halnya dengan 
perkembangan yang pesat hingga saat ini bahwa transportasi sudah menjadi 
prasarana untuk menopang pertumbuhan ekonomi suatu Negara.3 Berdasarkan 
 
1 Muhammad Abdulkadir. Hukum Pengangkutan Niaga (Cetakan Ke-2). Citra Aditya Bakti. 
Bandung. 1998. Hlm 7. 
2 Abbas Salim. Manajemen Transportasi (Cetakan Ke-1). Rajawali Pers. Jakarta. 2004. Hlm 
6. 
3 Abbas Salim. Manajemen Transportasi (Cetakan Ke-12). Raja Grafindo Pesada. Jakarta. 





hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya transportasi merupakan hal 
yang terpenting dalam proses pembangunan suatu Negara dan menjadi sarana 
pengisi kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan politik masyarakat.  
Pengaturan mengenai transportasi di Indonesia sendiri secara yuridis telah 
diatur “di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (UU LLAJ). Sehingga segala bentuk pengaturan mengenai 
transportasi dan juga lalu lintas dalam kegiatan transportasinya tersebut telah 
diatur dalam UU LLAJ.” Banyaknya transportasi yang ada di Indonesia saat ini 
khususnya di daerah yang dengan kepadatan lalu lintas yang luar biasa, 
transportasi adalah merupakan penyebab utama terjadinya kemacetan di jalan 
raya. Padatnya jumlah transportasi yang ada dijalan raya tersebut pada 
akhirnya juga akan mengakibatkan dampak yang lainnya, khususnya terhadap 
lingkungan yang ada. Transportasi menjadi penyebab utama turunnya kualitas 
udara yang ada. Penurunan kualitas udara tersebut pada akhirnya menimbulkan 
suatu dampak yang langsung pada kehidupan manusia, seperti contohnya 
adalah gangguan pernapasan yang dialami oleh manusia. 
Selain itu, transportasi juga berkontribusi pada tingginya tingkat kecelakaan 
di jalan raya. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan pengguna transportasi tidak 
taat berkendara di jalan raya. Selain penjelasan diatas, transportasi juga 
berkontribusi pada deplesi sumber-sumber energi tak terbarukan dan juga 
pembakaran bahan bakar tak terbarukan. Dengan adanya permasalahan yang 
timbul akibat adanya transportasi maka hal ini perlu diperhatikan oleh 
masyarakat, dikarenakan masalah transportasi merupakan salah satu masalah 
terpenting dalam kebutuhan manusia terkhusus dalam hal menunjang aktifitas 
sehari-hari. 
Banyaknya permasalahan mengenai transportasi di Indonesia saat ini, pada 
akhirnya menjadi sebuah perhatian tersendiri bagi pemerintah. “Oleh karena 
itu, pemerintah membuat suatu aturan yang dapat mengakomodir dan 
menyelesaikan segala permasalahan tersebut. Pemerintah menetapkan suatu 
ketentuan dan peraturan berlalu lintas di jalan raya, yang tujuannya tidak lain 
dan tidak bukan untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan 
dalam berkendara di jalan raya, memberikan perlindungan bagi pengguna 
kendaraan bermotor, dan juga menjamin terlaksananya pelestarian lingkungan 





Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mempergunakan 
kendaraan bermotor harus mampu menjamin daya jangkau dan pelayanan 
dengan memperhatikan keselamatan umum, kelestarian lingkungan serta 
terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu 
lintas dan angkutan jalan.4 Kendaraan bermotor yang akan digunakan di jalan 
raya pun juga harus telah memenuhi segala ketentuan dan syarat yang telah di 
tetapkan oleh pemerintah sebagaimana yang telah dituangkan dalam peraturan 
perundang-undangan yang ada. Ketentuan atau syarat yang ditetapkan oleh 
pemerintah tersebut dapat berupa persyaratan teknis dan kelaikan jalan 
ataupun persyaratan uji berkala kendaraan bermotor, termasuk persyaratan 
ambang batas emisi gas buang dan kebisingan bagi kendaraaan bermotor yang 
ada di Indonesia. 
Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 55 UU 
LLAJ, telah ditetapkan mengenai persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan 
bermotor serta mewajibkan kendaraan bermotor yang diimpor, dibuat dan 
dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib untuk dapat 
melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor. Agar terlaksananya uji layak 
jalan kendaraan bermotor yang mana telah diamanatkan oleh UU LLAJ, maka 
dalam hal ini Pemerintah membuat suatu regulasi yang dapat mengakomodir 
atau yang telah diamanatkan oleh UU LLAJ tersebut, yakni melalui Peraturan 
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (PP 55/2012). Pada 
dasarnya, persyaratan teknis dan layak jalan ataupun uji berkala kendaraan 
bermotor diberlakukan wajib bagi seluruh kendaraan yang beroperasi di jalan. 
Namun, pada saat ini sesuai dengan PP 55/2012, jenis kendaraan yang 
diwajibkan untuk melakukan uji berkala baru terbatas pada kendaraan 
penumpang umum dan barang.5 
Diwajibkannya hal tersebut dimaksudkan oleh pemerintah untuk dapat 
meminimalisir terjadinya kecelakaan dan pencemaran udara yang disebabkan 
 
4Rosa Damayanti. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Terkait Dengan 
Keselamatan Peumpang (Studi Di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika 
Kabupaten Karanganyar). Skripsi diterbitkan. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Surakarta. 2012. Hlm. 2. 
https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/30693/NjQ1NzU=/Pelaksanaan-Pengujian-Kendaraan-
Bermotor-Terkait-Dengan-Keselamatan-Penumpang-Studi-Di-Dinas-Perhubungan-Komunikasi-Dan-






oleh kendaraan bermotor yang tidak layak atau tidak sesuai dengan persyaratan 
teknis yang telah ditentukan. Selain itu, pelaksanaan tersebut ditujukan agar 
antara pengguna angkutan umum dengan penyedia angkutan umum terjadi 
keselarasan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan 
kelancaran berlalu lintas. Jika berbicara mengenai pelaksanaan uji berkala 
kendaraan bermotor, maka hal tersebut harus dilakukan setiap 6 (enam) bulan 
sekali oleh pemilik kendaraan bermotor.  
Sehingga dengan adanya hal tersebut maka dalam hal ini kendaraan umum 
baik angkot, bus maupun kendaraan barang, kereta gandengan, kereta 
tempelan yang dioperasikan di jalan umum wajib hukumnya untuk mematuhi 
peraturan yang berlaku dalam pengoperasiannya dan salah satu persyaratan 
sistem transportasi publik adalah harus mendapatkan pengujian bahwa 
kendaraan tersebut layak secara berkala sehingga layak untuk dipakai dan 
dituangkan dalam buku uji KIR. Dalam ketentuan Pasal 151 PP 55/2012, 
ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengujian berkala 
kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab 
di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Oleh karena itu, 
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang diwakilkan oleh Menteri 
Perhubungan, selaku pemegang kewenangan dalam hal ini, membuat suatu 
regulasi yang lebih teknis lagi yang mengatur mengenai pelaksanaan uji layak 
jalan kendaraan bermotor, peraturan tersebut berupa Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan 
Bermotor (Permenhub 133/2015).  
Melihat ketentuan yang terdapat dalam Permenhub 133/2015, yang 
dimaksud dengan pengujian kendaraan bermotor sendiri adalah serangkaian 
kegiatan menguji dan/atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, 
dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis 
dan laik jalan. 6 Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor sendiri ini 
sifatnya wajib dan harus dijalankan di tiap-tiap daerah di Indonesia. Oleh karena 
itu, Kemenhub dalam hal ini meyerahkan sepenuhnya mengenai pelaksanaan 
 
6 Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala 





dari Permenhub 133/2015 ini kepada Dinas Perhubungan yang ada di tiap-tiap 
daerah di Indonesia. 
Dinas Perhubungan (Dishub) selaku Dinas yang berwenang memberikan 
pelayanan dalam melaksanakan rangkaian pengujian berkala kendara 
bermotor, dituntut untuk dapat selalu memberikan pelayanan yang baik kepada 
segenap pengguna kendaraan bermotor khususnya kendaraan angkutan 
barang agar mereka mau melaksanakan pengujian berkala kendaraan 
bermotor. Selain itu Dishub juga memilki peran dalam memberikan sosialisasi 
kepada masyarakat di daerah, mengenai pengujian berkala kendaraan 
bermotor, khususnya mengenai prosedur pelaksanaan pengujian berkala 
kendaraan bermotor. Penerapan uji berkala kendaraan bermotor sendiri dalam 
hal ini juga dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu. Sebagai salah 
satu Kota yang cukup besar yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, tentu 
saja seharusnya pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor di Kota Batu bisa 
menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersendiri bagi Kota Batu.” Terlebih lagi 
di wilayah Kota Batu mayoritas penduduknya yang bekerja sebagai petani 
menggunakan kendaraan barang sebagai moda transportasinya, yang mana 
dalam hal ini kendaraan tersebut wajib untuk dilaksanakan UJI KIR kendaraan 
bermotor.  
Selain itu juga, sebagai kota yang memiliki berbagai macam destinasi wisata 
favorit bagi wisatawan, Kota Batu saat ini masih tetap memberdayakan 
angkutan kota sebagai moda transportasi umum nya. Oleh karena nya angkutan 
kota juga diwajibkan untuk dapat melaksanakan uji berkala kendaraan 
bermotor. Namun sangat disayangkan, berdasarkan hasil pra survey yang 
dilakukan oleh peneliti dilapangan didapatkan suatu permasalahan dalam hal 
pelaksanaan Permenhub 133/2015 di Kota Batu. Permasalahan tersebut dapat 
dilihat dari bagaimana saat ini pemerintah Kota Batu, khususnya Dishub Kota 
Batu belum mampu dalam menyediakan fasilitas yang bersifat tetap berupa 
“tempat pengujian kendaraan bermotor, sebagaimana yang terdapat dalam 
ketentuan Pasal 14 ayat (1) Permenhub 133/2015 yang berbunyi: 
 Fasilitas pengujian kendaraan bermotor harus berupa fasilitas pada 





Alhasil, pada saat ini dalam hal pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor 
yang dilakukan oleh Dishub Kota Batu untuk saat ini masih tidak dapat dilakukan 
di Kota Batu dengan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan 
peraturan yang ada. Akibatnya, pada akhirnya kebanyakan masyarakat Kota 
Batu yang ingin melakukan uji berkala kendaraan bermotor harus 
melaksanakan uji berkala kendaraan bermotor tersebut di lokasi lain, yakni di 
wilayah Kabupaten Malang ataupun di Kota Malang. Akibatnya, sumber PAD 
yang seharusnya menjadi pemasukan tersendiri bagi Kota Batu, justru tidak 
dapat terserap dengan baik. Sehingga sumber PAD yang ada tersebut menjadi 
keuntungan tersendiri bagi Kota Malang dan juga Kabupaten Malang sebagai 
Kota yang mengapit keberadaan Kota Batu. Kondisi tersebut memang menjadi 
persoalan tersendiri bagi Kota Batu khususnya dalam hal pemasukan PAD setiap 
tahunnya di Dinas Perhubungan Kota Batu.  
Berdasarkan penjelasan diatas, oleh karena itu dalam hal ini penulis ingin 
melakukan sebuah penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri 
bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pengujian berkala 
kendaraan bermotor khususnya yang ada di Kota Batu, Jawa Timur. Maka dari 
itu dalam hal ini penelitian penulis akan dibatas pada judul Penerapan Pasal 
14 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 
2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dalam Rangka 
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Dinas Perhubungan 





B. Orisinalitas Penelitian  







1 Ryan Andhika 






di Kota Padang 
(Skripsi-2015) 
1. Bagaimana pelaksanaan uji 
berkala terhadap kendaraan 
umum oleh Dinas 
Perhubungan Komunikasi dan 
Informatika di Kota Padang? 
2. Kendala-kendala dalam 
pelaksanaan uji berkala 
terhadap kendaraan umum?  








Oleh Oknum Dinas 
Perhubungan 
(Skripsi-2016) 
1. Apakah yang menjadi 
penyebab seseorang 
melakukan tinda pidana 
pemalsuan buku uji berkala 
kendaraan umum di 
lingkungan masyarakat?  
2. Bagaimana upaya aparat 
penegak hukum pemerintah 
dalam mengantisipasi 
maraknya pemalsuan yang 
dilakukan oleh oknum Dinas 
Perhubungan? 







Bermotor di UPTD 




Berdasarkan tabel orisinalitas diatas, dapat digambarkan bahwa terdapat 
hal-hal yang menjadi pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh penulis 





Sebagaimna bisa kita lihat, dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis Ryan 
Andhika Putra, penelitian lebih diarahkan pada pelaksanaan uji berkala di Kota 
Padang oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kota Padang. 
Meskipun sama-sama melakukan kajian terhadap pelaksanaan uji berkala 
kendaraan bermotor, akan tetapi penelitian penulis saat ini lebih memfokuskan 
pada pelaksanaan atas rumusan suatu ketentuan peraturan perundang-
undangan, yakni Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 
133 Tahun 2015. Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh penulis juga lebih 
melihat pengaruh pelaksanaan uji berkala terhadap sektor retribusi daerah yang 
ada, khususnya atas Pendapatan Asli Daerah.  
Sementara itu, jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desi 
Wulandari, penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini bukan membahas 
mengenai pemalsuan buku uji berkala kendaraan umum oleh oknum Dinas 
Perhubungan melainkan lebih mengarah pada pelaksanaan uji berkala 
kendaraan bermotor di Kota Batu (sebagaimana yang telah dijelaskan 
sebelumnya). Selain itu, penelitian saat ini juga tidak membahas mengenai 
upaya-upaya yang semestinya dilakukan oleh aparat penegak hukum pemerintah 
dalam mengantisipasi maraknya pemalsuan yang dilakukan oleh oknum Dinas 
Perhubungan. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini mencari suatu 
faktor penghambat dan pendorong dari Dinas Perhubungan Kota Batu dalam 
melaksanakan rumusan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Meteri Perhubungan Nomor PM 133 
Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Kota Batu.  
Sedangkan, jika dikaitkan dengan penelitian yang terakhir yakni yang 
dilakukan oleh penulis Iis Sari Ayu, penelitian penulis saat ini tidak untuk 
mencari tahu mengenai efektifitas suatu pelayananan pengujian kendaraan 
bermotor di Balai Uji Pengujian Kendaraan Bermotor yang ada. Akan tetapi lebih melihat 
mengenai penerapan dari ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Meteri Perhubungan 
Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Kota 
Batu, yang dalam hal ini permasalahanya lebih mengarah kepada tidak terlaksananya 
ketentuan tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam hal ini dapat ditarik 
suatu kesimpulan bahwasannya penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini dengan 
penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya adalah 
merupakan suatu hal yang berbeda. Sehingga dalam hal ini penelitian yang dilakukan 






C. Rumusan Masalah  
Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam hal ini penulis menarik 2 (dua) 
rumusan masalah yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada, 
yakni: 
1. Bagaimana penerapan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan 
Bermotor di Kota Batu dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
Kota Batu? 
2. Apa faktor penghambat dan pendorong Dinas Perhubungan Kota Batu 
dalam melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala 
Kendaraan Bermotor di Kota Batu? 
D. Tujuan Penelitian  
Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini bertujuan untuk: 
1. Menganalisis penerapan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan 
Bermotor di Kota Batu dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
Kota Batu.  
2. Menganalisis faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong 
Dinas Perhubungan Kota Batu dalam melaksanakan ketentuan Pasal 14 
ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 
tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Kota Batu. 
E. Manfaat Penelitian  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak baik 
secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat dari penelitian ini 
adalah: 
1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat dibidang Ilmu 
Hukum khususnya dalam Hukum Administrasi Negara. Penelitian yang 
dilakukan oleh penulis juga diharapkan dapat memberikan manfaat lain 
khususnya yang berkaitan dengan regulasi mengenai Pengujian Berkala 





oleh penulis ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan studi 
lanjutan ataupun sumbangsih pemikiran ilmiah lainnya yang digunakan 
untuk melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada perkembangan ilmu 
pengetahuan yang berkaitan dengan Pengujian Berkala Kendaraan 
Bermotor.  
2. Manfaat Praktis  
a. Bagi Pemerintah 
Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat tersendiri bagi Pemerintah khususnya Pemerintah 
Kota Batu. Diharapkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dapat 
dijadikan sebagai salah satu rujukan ataupun bahan pertimbangan bagi 
pemerintah dalam membentuk kebijakan yang lain yang berkaitan 
dengan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor. Selain itu, 
penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan oleh 
Pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Batu dalam menyelesaikan 
persoalan yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan 
pengujian berkala kendaraan bermotor di Kota Batu. 
b. Bagi Masyarakat  
Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan dan 
ilmu pengetahuan yang luas mengenai bidang-bidang ilmu yang terkait 
dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Penelitian ini juga diharapkan 
mampu memberikan pengertian dan pemahaman yang lebih, mengenai 
pengujian berkala kendaraan bermotor yang sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang 
Perngujian Berkala Kendaraan Bermotor. Serta diharapkan masyarakat 
dapat ikut melaksanakan ketentuan tersebut dengan taat dan teratur. 
c. Bagi Akademisi  
Penelitian yang dilakukan oleh penulis juga diharapkan dapat 
memberikan manfaat tersendiri bagi akademisi. Diharapkan hasil 
penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan analisis 
atas suatu permasalahan dalam hal pelaksanaan pengujian berkala 
kendaraan bermotor serta dapat menambah wawasan ilmu 





berkaitan dengan pengujian berkala kendaraan bermotor.” Selain itu 
penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan refrensi untuk penelitian 
selanjutnya yang lebih komprehensif dan mendalam berkaitan dengan 
pengujian berkala kendaraan bermotor. 
F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitiаn yаng digunаkаn oleh penulis adalah merupаkаn 
penelitiаn “Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitiаn 
hukum yаng dilаkukаn terhаdаp keаdааn nyаtа yаng terjаdi dаlаm 
penerаpаn prаktek hukum di mаsyаrаkаt dаn mengаnаlisis tindаkаn 
instаnsi hukum yаng terkаit dengаn аdаnyа permаsаlаhаn tersebut yаng 
bertujuаn untuk memberikаn kepаstiаn hukum.”7 Selain itu, penelitian 
yuridis empiris ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan 
nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan 
menemukan fakta-fakta dan data yang dibutukan, setelah data yang 
dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang 
pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.8 “Penelitian yuridis 
empiris yang dilakukan oleh penulis ini dimaksudkan untuk mengetahui 
perbedaan yang terjadi antara realita yang terjadi dilapangan dengan apa 
yang telah diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang ada.  
2. Pendekatan Penelitian  
Dаlаm penelitiаn ini, penulis menggunаkаn pendekаtаn penelitiаn 
yuridis sosiologis. Metode pendekаtаn penelitiаn yuridis sosiologis аdаlаh 
pendekаtаn yаng dimаnfааtkаn untuk mengаnаlisis dаn memberikаn 
jаwаbаn untuk mengefektifkаn bekerjаnyа seluruh struktur institusionаl 
hukum.9 Pendekаtаn sosiologi hukum juga merupаkаn pendekаtаn yаng 
digunаkаn untuk melihаt аspek-аspek hukum dаlаm interаksi sosiаl di 
dаlаm mаsyаrаkаt. Pendekаtаn ini berfungsi sebаgаi penunjаng untuk 
mengidentifikаsi dаn mengklаrifikаsi temuаn bаhаn non hukum bаgi 
 
7 Burhan Ashofa. Metode Penelitian Hukum. Bineka Cipta. Jakarta. 1998. Hlm 24. 
8 Bambang Waluyo. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Sinar Grafika. Jakarta. 2002. Hlm 15. 






keperluаn penelitiаn аtаu penulisаn hukum.10 Setelаh dilаkukаn 
pendekаtаn penelitiаn dengаn metode yuridis sosiologis, mаkа pаdа 
аkhirnyа nаnti penelitiаn hаrus menghаsilkаn sebuаh penyelesаiаn 
mаsаlаh. Dаlаm hаl ini penulis mencobа mencаri penyelesаiаn mаsаlаh 
terkаit dengan penerapan hukum Pаsаl 14 Perаturаn Menteri Perhubungan 
Nomor 133 Tаhun 2015 tentаng Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di 
wilayah Kota Batu, sertа mencari faktor apa saja yang menjadi penghambat 
dan pendorong Dinas Perhubungan Kota Batu dalam melaksanakan 
ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 
Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Kota Batu. 
3. Alasan Pemilihan Lokasi 
Pada penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Kota Batu. Hal 
tersebut dikarenakan peneliti menganggap bahwa pelaksanaan Pengujian 
Berkala Kendaraan Bermotor di Kota Batu belum berjalan secara mandiri 
dan efektif. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwasannya mayoritas 
penduduk Kota Batu adalah bekerja sebagai petani yang dalam hal ini juga 
menggunakan kendaraan bermotor khususnya kendaraan bak terbuka 
sebagai moda transportasi dalam melaksanakan kegiatan bertani nya. Oleh 
karena banyaknya masyarakat Kota Batu yang memiliki kendaraan 
bermotor, maka seharusnya pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan 
Bermotor yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 
133 Tahun 2015 di Kota Batu dapat dilaksanakan secara mandiri oleh 
Pemerintah Kota Batu. Namun, kenyataannya saat ini pelaksanaan 
pengujian berkala kendaraan bermotor di Kota Batu masih dilaksanakan di 
luar wilayah Kota Batu, yakni Kabupaten dan/atau Kota Malang, yang mana 
keseluruhan lokasi pengujian kendaran bermotor tersebut dirasa oleh 
pemilik kendaraan sangat jauh dari Kota Batu. Akibatnya, Kota Batu juga 
belum dapat memaksimalkan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 
ada khususnya dari sektor retribusi pengujian kendaraan bermotor. Oleh 
karena itu, penulis dalam hal ini tertarik memilih Kota Batu sebagai lokasi 
penelitian.  
 





4. Jenis dan Sumber Data  
Jenis data yang digunakan oleh penulis untuk dapat menjawab 
permasalahan yang ada adalah menggunakan Data Primer dan Data 
Sekunder. Data primer sendiri didapatkan oleh penulis melalui penelitian 
lapangan yang dilakukan oleh penulis ataupun didapatkan dari hasil 
wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan 
yang penulis teliti. Sementara itu, Data Sekunder yang digunakan oleh 
penulis didapatkan dari dokumen-dokumen resmi atau literature-literatur 
yang berkaitan dan sesuai dengan permasalahan yang sedanng penulis 
teliti. Data- data yang digunakan oleh penulis antara lain:  
a. Data Primer  
Data primer yang digunakan oleh penulis adalah data yang diperoleh 
langsung dari sumber pertama.11 Data ini dapat berupa hasil wawancara 
antara peneliti dengan narsumber yang memiliki kompetensi dalam 
memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang 
penulis teliti. Data primer yang digunakan oleh penulis dapat juga 
dikatakan sebagai data yang bersumber dari pengalaman narasumber. 
Narasumber yang akan diwawancari guna memperoleh jawaban dari 
permasalahan yang ada, yakni Kepala Unit Pelayanan Terpadu (UPT) 
Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Batu dan juga 
Pegawai Penguji di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas 
Perhubungan Kota Batu.  
Untuk mencari data primer tersebut, penulis akan melakukan 
penelitian di Dinas Perhubungan Kota Batu, yang mana dalam hal ini 
Dinas Perhubungan Kota Batu memiliki wewenang dalam melaksanakan 
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang sesuai dengan Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015. Selain itu, penulis 
juga akan melakukan wawancara terhadap narasumber lain, yakni 
masyarakat Kota Batu mengenai pelaksanaan uji berkala kendaraan 
bermotor di Kota Batu. Dalam hal ini, penulis akan mencari masyarakat 
Kota Batu yang pernah melaksanakan uji berkala kendaraan bermotor. 
 
11 Lexy J, Moleong. Metode Penelitian: Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja 





b. Data Sekunder 
Data Sekunder yang digunakan oleh penulis dimaksudkan guna 
menjawab permasalahan yang sedang penulis teliti. Data sekunder 
diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) atau studi 
dokumentasi, yakni dokumen-dokumen resmi, jurnal ilmiah, kamus 
hukum, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang relevan 
dengan pembahasan yang ada. Adapun yang menjadi data sekunder 
dalam penelitian ini antara lain: 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2) Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 
3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Agkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5025); 
5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 
6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 





Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5317); 
8) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. (Lembaran Daerah 
Kota Batu Tahun 2003 Nomor 46 Seri C, Lampiran Peraturan 
Daerah Kota Batu Nomor 39 Tahun 2003);  
9) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 
tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; dan 
10) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2016 
tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor.  
5. Teknik Memperoleh Data  
a. Data Primer  
Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, dalam hal ini penulis 
dalam mengumpulkan data primer menggunakan teknik pengumpulan 
data melalui wawancara terhadap pejabat pemerintahan (Dinas 
Perhubungan Kota Batu) yang menjadi fokus penelitian.” Selain itu, 
penulis juga akan melakukan wawancara terhadap responden yang 
dapat dimintai keterangannya sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. 
Teknik wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah dengan 
menyusun daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis 
sebelumnya guna memperoleh data dan informasi yang akurat dari 
narasumber yang juga dapat membantu penulis dalam melakukan 
analisis terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan. Selain dengan 
teknik wawancara, penulis juga menggunakan angket/kuesioner sebagai 
sarana memperoleh data primer yang ada. Hal tersebut dilakukan untuk 
menjangkau narasumber lain yang penulis butuhkan dengan jumlah 
yang cukup banyak. Atas hal tersebut, maka angket/kuesioner tersebut 
dilakukan untuk menjangkau masyarakat Kota Batu sebagai narasumber 
penulis.  
b. Data Sekunder  
Teknik pengumpulаn Data Sekunder dapat dilаkukаn oleh penulis 
dengаn mengumpulkаn аrsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian 





berkаitаn dengаn mаteri penelitiаn, sertа melаlui penelusurаn pustаkа 
yаng diperoleh penulis dаri perpustаkааn ataupun penelitian pendahulu 
yang berkaitan dengan obyek kajian penelitian ini, yakni mengenai 
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. 
6. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling  
a. Populasi  
Populаsi аtаu universe merupаkаn sekelompok individu аtаu unit 
yаng memiliki ciri-ciri аtаu kаrаkteristik yаng sаmа.12 Populаsi jugа 
merupаkаn jumlаh keseluruhаn objek penelitiаn yаng terdiri dаri 
mаnusiа, bendа-bendа, hewаn, tumbuhаn-tumbuhаn, gejаlа-gejаlа, 
nilаi test аtаu peristiwа-peristiwа sebаgаi sumber dаtа yаng memiliki 
kаrаkteristik didаlаm suаtu penelitiаn.”13 Populasi yang ada dalam 
penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini adalah keseluruhan 
pihak yang terkait dengan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, 
seperti pejabat terkait yang ada di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota 
Batu dan juga masyarakat yang melakukan Pengujian Berkala 
Kendaraan Bermotor. 
b. Sampel 
Berkaitan dengan penelitian ini dan guna menjawab permasalahan 
yang sedang diteliti, maka dalam hal ini penulis membutuhkan sampel. 
Sampel disini dapat diartikan sebagian dari populasi, yang mana 
merupakan perwakilan dari populasi.14 Dalam penelitian ini, yang 
menjadi sampel guna menjawab permasalahan yang ada adalah 
merupakan bagian dari populasi penelitian yang ada, yang tediri dari 
pejabat struktural pada instansi terkait yang berhubungan dengan 
pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, yakni: 
1. Ibu Gadis Dewi P, S.E., M.M. selaku Kepala Unit Pelayanan 
Terpadu (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor; 
 
12 Ibid. Hlm 172. 
13 Barda Nawawi Arief. Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan 
Kejahatan. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. Hlm 141. 





2. Ibu Chamidah, S.H. selaku Penguji di UPT Pengujian 
Kendaraan Bermotor; 
3. Bapak Dany Setiyawan, S.T. selaku Penguji di UPT Pengujian 
Kendaraan Bermotor; dan  
4. Bapak Muhaimin selaku Penguji di UPT Pengujian Kendaraan 
Bermotor.  
c. Teknik Sampling  
Guna mendapatkan hasil yang baik, maka dalam hal ini penulis 
menggunakan teknik sampling. Berkаitаn dengаn teknik sаmpling, maka 
dаlаm penelitiаn ini peneliti menerаpkаn non-probаbility sаmpling 
dengаn teknik purposive sаmpling sebаgаi suаtu cаrа sаmpling dengаn 
teknik pengаmbilаn sumber dаtа menggunаkаn pertimbаngаn tertentu.” 
Hаl tersebut dikаrenаkаn dаlаm penelitiаn ini populаsi diаnggаp memiliki 
keаdааn dаn kondisi yаng berbedа, sehinggа perlu dilаkukаn upаyа 
untuk melаkukаn penetаpаn berdаsаrkаn pertimbаngаn-pertimbаngаn 
tertentu. 
7. Teknik Analisis Data  
Dаtа yang didapatkan dari penelitiаn yang dilakukan oleh penulis ini 
kemudian akan dilakukan аnаlisis dengаn menggunakan metode berupa 
deskriptif kuаlitаtif, yаitu аnаlisis yаng menggаmbаrkаn stаtus fenomenа 
аtаu keаdааn dengаn kаlimаt аtаu kаtа-kаtа kemudiаn dipisаhkаn menurut 
kаtegorinyа untuk memperoleh kesimpulаn. Metode ini memаpаrkаn 
seluruh dаtа yang ada, yаitu dаtа primer dаn sekunder yаng telаh 
diperoleh, kemudiаn diаnаlisis berdаsаrkаn “Perаturаn Menteri 
Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala 
Kendaraan Bermotor. Teknik аnаlisis dаtа yаng digunаkаn penulis dаlаm 
penelitiаn ini menggunаkаn metode deduktif, yаitu teknik аnаlisis dаtа 
yаng dilаkukаn dengаn cаrа mengkompаrаsikаn sumber pustаkа yаng 
berkаitаn dengаn fokus penelitiаn аtаu dengаn kаtа lаin mengаnаlisis dаtа 
yаng berаwаl dаri fаktor–fаktor yаng bersifаt umum untuk ditаrik 
kesimpulаn yаng bersifаt khusus.”15 
 





8. Definisi Operasional  
Definisi operasional adalah “merupakan kriteria yang digunakan untuk 
mengukur penelitian penulis. Adapun definisi operasional yang digunakan 
oleh penulis sebagai batasan dalam penulisan ini adalah meliputi: 
a) Uji Berkala Kendaraan Bermotor  
Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah serangkaian pengujian yang 
dilakukan secara bertahap selama 6 bulan sekali terhadap kendaraan 
bermotor yang dipergunakan di jalan raya yang dilakukan oleh Dinas 
Perhubunan dengan tujuan guna memenuhi standar kriteria 
keselamatan dan keamanan berlalu lintas. 
b) Pendapatan Asli Daerah  
Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang dimiliki oleh daerah 
yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan 
kekayaan alam yang dipisahkan yang mana pendapatan tersebut adalah 
penambahan nilai kekayaan daerah yang bersih. 
c) Dinas Perhubungan  
Dinas Perhubungan adalah unsur pemerintahan yang memiliki tugas 
untuk membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan segala urusan 






BAB II  
KAJIAN PUSTAKA 
A. Kajian Umum Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor  
1. Pengertian Kendaraan Bermotor  
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (PP 55/2012), yang dimaksud 
dengan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas 
Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Lebih lanjut lagi, 
berdasarkan ketentuan dari Pasal 1 ayat (2) PP 55/2012 yang dimaksud 
dengan Kendaraan Bermotor itu sendiri adalah setiap kendaraan yang 
digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang 
berjalan diatas rel. Kendaraan sendiri terdapat berbagai macam jenis, 
beberapa diantaranya yakni:16 
a) Kendaraan Bermotor; dan  
b) Kendaran Tidak Bermotor.  
Didalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP 55/2012, Kendaraan Bermotor sendiri 
terbagi menjadi beberapa jenis yakni: 
a) Sepeda Motor;  
b) Mobil Penumpang;  
c) Mobil bus;  
d) Mobil Barang; dan  
e) Kendaran Khusus. 
Selain dapat dikelompokkan berdasarkan jenis kendaraan, Kendaraan 
Bermotor juga dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi yang dimilikinya, 
yakni: 
a) Kendaraan Bermotor perseorangan; dan  
b) Kendaraan Bermotor Umum.  
Setiap kendaraan bermotor yang ada di Indonesia, baik yang berjenis Bus, 
Mobil Barang, Mobil Penumpang Umum, Kendaraan Khusus, Kereta 
 
16 Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Lembaran Negara 






Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan dan/atau digunakan 
dijalan raya diwajibkan untuk dapat melakukan Uji Kendaraan. Jenis 
kendaran tersebut merupakan Kendaraan Bermotor yang Wajib Uji. Selain 
diwajibkan untuk melakukan Uji Kendaraan, setiap kendaraan tersebut 
haruslah dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan, di mana hal ini 
merupakan suatu bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.  
Kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat atau bukti 
kepemilikan dapat dikatakan bahwa kendaraan yang dipergunakan sebagai 
sarana transportasi tersebut tidak layak untuk dioperasionalkan dan/atau 
dipergunakan di jalan raya. Sementara itu, setiap pengendara yang tidak 
dapat menunjukkan surat kelengkapan ataupun bukti kepemilikian 
kendaraan yang ada, maka perbuatan yang dilakukan oleh pengendara 
tersebut adalah merupakan pelanggaran dan dapat dijerat sesuai dengan 
hukum yang berlaku. 
2. Pengujian Kendaraan Bermotor 
Pengujian Kendaraan Bermotor atau yang sering disebut dengan UJI KIR 
adalah merupakan serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa 
bagian-bagian dari kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan 
dan kendaraan khusus. Pengujian tersebut dilakukan dalam rangka 
pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan dari kendaraan 
bermotor itu sendiri. Berdasarkan PP 55/2012, pelaksanaan dari pegujian 
Kendaraan Bermotor ini dimaksudkan dalam rangka menjamin keselamatan, 
kelestarian lingkungan dan juga pelayanan umum. Jika mengacu pada UU 
LLAJ, Pengujian Kendaraan Bermotor ini meliputi 2 (dua) hal, yakni: 
a) Uji Tipe; dan  
b) Uji Berkala. 
Pengujian Kendaraan Bermotor sendiri hanya dapat dilakukan oleh unit 
pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor yang memiliki:17 
 
17 Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Lembaran Negara 






a) Prasarana dan peralatan pengujian yang akurat, sistem dan 
prosedur pengujian, dan sistem informasi manajemen 
penyelenggaraan pengujian; dan  
b) Tenaga penguji yang memiliki sertifikat kompetensi Penguji 
Kendaraan Bermotor. 
Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor ini, juga merupakan bagian 
dari salah satu persyaratan khusus bagi setiap orang yang ingin mengajukan 
permohonan untuk dapat memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk 
Kendaraan Bermotor Umum. 
3. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  
Pengujian berkala kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan 
menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta 
gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khususdalam rangka 
pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan secara 
berkala.18 bahwa setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, 
kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang di impor, 
dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri dan kereta umum yang akan 
dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala dengan masa uji berkala 
yang berlaku selama 6 (enam) bulan. Uji berkala kendaraan bermotor sendiri 
dimaksudkan untuk:19 
a) Memberikan jamin keselamatan secara teknis terhadap penggunaan 
kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan di 
jalan; 
b) Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan 
pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan 
bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan di jalan; dan  
c) Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. 
 
18 Pasal 1 Angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5317. 
19 Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Lembaran Negara 






Berdasarkan penjelasan diatas, maka penyelenggaraan Pengujian Berkala 
Kendaraan Bermotor (PBKB) bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa 
kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan telah memenuhi persyaratan 
teknis dan laik jalan serta tidak mencemari lingkungan atau dengan kata lain 
terpenuhinya aspek persyaratan ambang batas emisi gas buang dan 
kebisingan. Secara umum uji kendaraan bermotor memiliki beberapa 
landasan peraturan teknis yang meliputi: 
1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Agkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5025); 
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 
tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5317); 
3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang 
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; dan 
4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2016 tentang 
Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor. 
Uji Berkala Kendaraan Bermotor tersebut harus dilakukan oleh pemilik 
kendaraan bermotor di daerah dimana kendaraan bermotor tersebut di 
registrasi/ didaftarkan. Namun apabila dalam keadaan tertentu Pengujian 
Berkala Kendaraan Bermotor tersebut tidak dapat dilakukan di daerah 
dimana kendaraan bermotor tersebut diregistrasi, maka dalam hal ini 
pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan pada 
Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.  
Teknis pengujian dari beberapa peraturan diatas jika dijabarkan lebih 
lanjut akan menjelaskan mengenai persyaratan teknis tentang susunan 
peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pembuatan, rancangan 
teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, 
penggandengan dan penempelan kendaraan. Persyaratan teknis kendaraan 
bermotor sendiri meliputi: 





2) Persyaratan motor penggerak; 
3) Persyaratan sistem pembuangan; 
4) Sistem roda; 
5) Sistem suspense; 
6) Persyaratan alat kemudi; 
7) Sistem rem; 
8) Lampu-lampu dan alat pantul cahaya; 
9) Persyaratan komponen pendukung; 
10) Persyaratan badan kendaraan bermotor; dan  
11) Peralatan dan perlengkapan kendaraan. 
Sedangkan yang dimaksud dengan persyaratan laik jalan adalah 
persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar 
terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan 
kebisingan lingkungan pada waktu operasi di jalan. Persyaratan laik jalan 
kendaraan bermotor meliputi: 
1) Emisi gas buang kendaraan bermotor; 
2) Kebisingan suara kendaraan bermotor; 
3) Efisiensi sistem rem utama; 
4) Efisiensi sistem rem parker; 
5) Kincup roda depan; 
6) Tingkat suara klakson; 
7) Kemampuan pancar dan arah sinar lampau; 
8) Radius putar32; 
9) Alat penunjuk kecepatan; 
10) Kekuatan, unjuk kerja dan ketahanan ban luar untuk masing-
masing kenis, ukuran dan lapisan; dan  
11) Kedalaman alur ban luar. 
Dalam pelaksanaan uji kendaraan bermotor terdapat beberapa jenis 
pengujian kendaraan yang meliputi: 
1) Pengujian Berkala Untuk Pertama Kali (Kendaraan Bermotor Baru); 
2) Pengujian Berkala Berikutnya Dan Seterusnya; 





4) Pengujian Berkala Untuk Mutasi Kendaraan Bermotor.” 
B. Kajian Umum Tentang Teori Penerapan 
Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti 
mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk 
melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap 
sesuatu. Menurut pendapat Fullan, implementasi adalah suatu proses 
peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas 
baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan. 20 
Lebih lanjut Joko Susila mendefinisikan implementasi sebagai suatu 
penerapan atas ide konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan 
praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, 
keterampilan, maupun sikap.21  
Dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara, pada saat proses 
pelaksanaan suatu kebijakan terdapat sebuah tahapan penting yaitu penerapan 
atau implementasi. Penerapan tersebut sendiri adalah merupakan tahapan yang 
sangat menentukan dalam proses kebijakan. Penerapan suatu kebijakan 
ataupun aturan sangat erat kaitannya dengan konsep keberlakuan hukum. 
Keberlakuan hukum itu sendiri dalam hal ini sangat menentukan apakah hukum 
(aturan) tersebut dapat diterapkan di masyarakat. Menurut Soerjono 
Soekanto, ada 3 (tiga) hal yang mempengaruhi tentang berlakunya suatu 
ketentuan hukum tersebut (gelding theory), yakni sebagai berikut:22 
1. Kaidah hukum tersebut berlaku secara yuridis;  
2. Kaidah hukum tersebut diterima oleh masyarakat; dan  
3. Kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum. 
Sementara itu, Hans Kelsen membagi keberlakuan hukum menjadi 2 (dua) 
bagian yang ada, yakni:23 
 
20 Abdul Majid. Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis. Interes Media. 
Bandung. 2014. Hlm 6. 
21 Muhammad Faturrohman dan Sulistyorini. Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu 
Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik. Teras. 
Yogyakarta. 2012. Hlm 189-191 
22 Bagir Manan. Dasar-Dasar Perundang-Undangan di Indonesia. Ind-Hill Co. Jakarta. 
1992. Hlm 13-17. 
23 Hans Kelsen. Pure Theory of Law (terjemahan Raisul Muttaqien). Nusa Media. Bandung. 





1. Keabsahan hukum; dan  
2. Efektifitas hukum. 
Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwasannya keberlakuan hukum sangat 
menentukan apakah hukum tersebut dapat diterapkan dengan efektif di 
masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 
Kadangkala penerapan atas suatu ketentuan perаturаn seringkali terаbаikаn, 
hinggа аkhirnyа аturаn tersebut tidаk dapat berjаlаn dengan sebаgаimаnа 
mestinyа. Hаl tersebut bisa saja disebabkan oleh beberapa faktor yang ada, 
misalnya faktor adanya аturаn yаng sehаrusnyа dilаksаnаkаn dengan efektif 
akan tetapi ternyata pelaksanaannya menjаdi tidаk efektif. Tidаk efektifnyа 
suаtu perаturаn dapat pula disebаbkаn kаrenа beberapa hal lain yakni, 
kekаburаn normа hukum аtаu tidаk jelаsnyа suаtu аturаn, inkonsistensi аpаrаt, 
dаn kurаngnyа dukungаn dаri mаsyаrаkаt terkаit pelаksаnааn perаturаn 
tersebut.  
Maka dari itu penerapan hukum sebagai aturan yang mengikat perlu diukur 
efektivitas kepatuhannya. Hal tersebut dikarenakan tanpa adanya kepatuhan 
terhadap hukum, maka hukum tidak memiliki makna sebagai alat untuk 
melakukan kontrol sosial (law as a tool of social control). Untuk mengetаhui 
bаgаimаnа suаtu perаturаn tersebut dаpаt berlаku dengаn bаik, maka dari itu 
diperlukаn suаtu kаjiаn yаng meneliti tentаng bаgаimаnа efektivitаs аturаn 
tersebut diterаpkаn. Sementara itu, penerapan atas aturan hukum itu sendiri 
pada dasarnya dapat kita jadikan sebagai suatu tolak ukur apakah suatu 
kebijakan dan/atau aturan tersebut telah berjalan dengan efektif di masyarakat. 
Keberhаsilаn dаri pelаksаnааn hukum ditаndаi dengаn tercаpаinyа mаksud dаri 
normа hukum itu yаitu untuk mengаtur kepentingаn mаnusiа. Suаtu hukum 
dаpаt dikаtаkаn memiliki tingkаt implementаsi yаng efektif jikа normа 
hukumnyа ditааti dаn dilаksаnаkаn oleh mаsyаrаkаt mаupun penegаk hukum. 
Sedаngkаn kegаgаlаn pelаksаnааn hukum merupаkаn pertаndа bаhwа 
ketentuаn hukum yаng telаh ditetаpkаn tidаk mencаpаi implementаsi yаng 
sehаrusnyа. 
Berbicara mengenai efektifitas, maka Soerjono Soekаnto mengаtаkаn 
bаhwа efektif аdаlаh tаrаf sejаuh mаnа suаtu kelompok dаpаt mencаpаi 





kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) 
daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau 
ketegangan diantara pelaksanaanya.24 Berdasarkan beberapa pengertian 
tersebut dapat ditarik benang merah mengenai makna efektif, bahwa efektivitas 
adalah merupakan keadaan dimana kegiatan atau kebijakan yang dilakukan 
memiliki dampak yang diharapkan dan berjalan tanpa adanya hambatan. 
Menurut Darwin, setidaknya ada 5 (lima) hal penting yang mesti 
diperhatikan dalam proses suatu pelaksanaan aturan agar dapat berjalan 
dengan efektif di dalam pelaksanaannya, yakni:25 
1. Pendayagunaan sumber; 
2. Manajemen program;  
3. Interpretasi; dan  
4. Keterlibatan orang atau kelompok dalam proses pelaksanaan. 
Sedangkan menurut Jones, dalam aktivitas pelaksanaan suatu kebijakan ada 3 
(tiga) hal penting yang mesti diperhatikan, yakni sebagai berikut:26 
1. Organisasi: dimaksudkan untuk menetapkan dan menata kembali 
sumber daya dan metode-metode yang mengarah pada upaya 
mewujudkan ataupun merealisasikan suatu tujuan dan sasaran dari 
kebijakan.  
2. Interpretasi: merupakan aktivitas interpretasi (penjelasan) subtansi 
dari suatu kebijakan ke dalam pengertian dan/atau Bahasa yang lebih 
operasional dan mudah dipahami agar kebijakan tersebut dapat 
dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran dari kebijakan 
tersebut. 
3. Aplikasi: merupakan aktivitas kegiatan penyediaan layanan secara 
rutin, pembayaran atau lainnya yang sesuai dengan tujuan dan sarana 
dari kebijakan yang ada. 
 
24 Agung Kurniawan. Transformasi Pelayanan Publik. Pembaharuan. Yogyakarta. 
2005. Hlm 109. 






Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam hal ini menurut Soerjono 
Soekanto, ada beberapa faktor yang menentukan agar suatu kaidah/norma 
hukum dapat benar-benar berfungsi dan ditegakkan dengan baik, yakni:27 
1. Faktor Hukum; 
Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. 
Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi 
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Maka dari itu 
peraturan (hukum) itu sendiri harus memenuhi beberapa kriteria yang 
ada, yakni: 28 
a. “Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan 
tertentu sudah cukup sistematis; 
b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu 
sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada 
pertentangan; 
c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang 
mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mengcukupi; 
dan  
d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan 
persyaratan yuridis yang ada. 
2. Faktor Penegak Hukum;  
Penegak hukum sebagai aparatur yang memastikan bahwa hukum 
dijalankan sebagaimana mestinya memerlukan landasan kewenangan 
dan etika dalam penegakan hukum agar hukum dapat efektif dalam 
jangka panjang. Soerjono seokanto dalam hal ini berpendapat 
mengenai kriteria yang mempengaruhi penegakan dari sisi aparatur 
antara lain:29 
a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan 
yang ada; 
 
27 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja 
Grafindo Persada. Jakarta. 2008. Hlm 8. 
28 Soerjono Soekanto. Penegakan Hukum. Bina Cipta. Bandung. 1983. Hlm 80. 





b. Sampai batas mana petugas diperkenakan memberikan 
kebijaksanaan; 
c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas 
kepada masyarakat; dan 
d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan 
yang diberikan kepada petugas-petugas sehingga memberikan 
batas-batas tegas pada wewenangnya. 
3. Faktor Sarana atau Fasilitas; 
Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau 
fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas 
hukum tersebut. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang 
dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto 
memprediksi batasan-batasan efektivitas elemen-elemen tertentu dari 
prasarana, dimana prasarana tersebut harus memberikan kontribusi 
kepada pelaksanaan tugas aparatur penegak. 
4. Faktor masyarakat;  
Ada beberapa elemen pengukur efektiivtas yang tergantung dari 
kondisi masyarakat, yaitu:30 
a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun 
peraturan yang baik; 
b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan 
walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat 
berwibawa; dan  
c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan yang 
baik, meskipun petugas atau aparat berwibawa serta fasilitasnya 
yang memadai. 
5. Faktor kebudayaan. 
Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari 
hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-
konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga 
dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehinga dihindari).” 
 





Berdasarkan penjelasan dan pendapat ahli diatas mengenai konsep 
efektivitas, maka dapat disimpulkan bahwa efektvitas adalah setidaknya terkait 
dengan tiga hal yaitu: pertama, adanya aturan yang melandasi dan menjadi 
parameter keberhasilan penerapan. Kedua, adanya aparatur yang tegas, 
memiliki sarana dan prasarana penegakan. Dan yang ketiga, adanya 
masyarakat yang paham, menghormati serta mematuhi hukum yang berlaku. 
Selain itu, efektivitаs hukum juga memiliki keterkaitan yang erat dengan 
persoаlаn penerаpаn/pelаksаnааn dаn khususnya penegаkаn hukum dаlаm 
mаsyаrаkаt demi tercаpаinyа tujuаn hukum, yakni kepastian hukum, keadilan, 
dan kemanfaatan. 
Lebih lanjut, berdasarkan pendapat dari para ahli diatas maka dapat 
disimpulkan bahwasannya implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, 
bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh 
berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. 
Dari pengertian-pengertian diatas juga memperlihatkan bahwa kata 
implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. 
C. Kajian Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah 
Wilayah otonom di Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur 
wilayahnya sendiri. Pengelolaan otonomi wilayah tentu saja memerlukan 
sejumlah pembiayaan. Pembiayaan Pemerintahan Daerah dapat dilakukan 
melalui “Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Jika berbicara 
mengenai Pendapatan Asli daerah (PAD), maka dalam hal ini tidak dapat 
dipisahkan dari yang namanya APBD. Hal tersebut dikarenakan PAD adalah 
merupakan salah satu komponen dalam APBD yang digunakan untuk 
membiayai Pemerintahan Daerah.  
Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan. Pengertian lain dari PAD itu sendiri menurut Undang-Undang 
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat Dan Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 





undangan.31 Dari undang-undang tersebut dapat dikatakan bahwa yang 
dimaksud PAD secara umum adalah suatu perolehan yang dimiliki daerah atas 
pungutan yang dilakukan dengan didasarkan pada peraturan perundang-
undangan yang ada. Selain itu, pengertian PAD juga dapat kita lihat di dalam 
rumusan Pasal 1 Angka (13) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara.32 
Pasal 285 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Juncto Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) 
menyatakan yang dimaksud sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 
segala pendapatan yang meliputi:33 
1. Pajak Daerah; 
2. Retribusi Daerah; 
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 
Yang dimaksud dengan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dalam 
penjelasan UU 23/2014, antara lain penerimaan Daerah di luar pajak daerah 
dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset Daerah. 
Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor Diana Lestari dalam 
penelitian menyatakan ada tiga faktor utama yang mempengaruhi PAD yaitu:34 
1. PDRB Perkapita; 
2. Investasi; dan 
3. Inflasi. 
PDRB Perkapita merupakan Nilai Proksi dari Pendapatan Setiap Jumlah 
Penduduk yang diperoleh dari jumlah PDRB dibagi Jumlah Penduduk, yang bisa 
sebagai gambaran Daya Beli Masyarakat. Suatu perekonomian sedang tumbuh 
 
31 Pasal 1 Angka (18) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438. 
32 Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286: Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang 
diakui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih.  
33 Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
34 Diana Lestari. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota 
Samarinda. Conference on Management and Behavioral Studies. Universitas Taruma Negara. 





dan berkembang apabila adanya serangkaian peristiwa yang timbul untuk 
mewujudkan peningkatan pendapatan perkapita dalam jangka panjang. 
Sehingga sekalipun ada satu waktu di mana pendapatan perkapita seolah-olah 
terhenti namun diwaktu yang akan datang terjadi peningkatan pendapatan, 
maka ini terdapat pembangunan ekonomi. Menurut Samuelson dan 
Nordhaus pendapatan menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh 
seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya satu 
tahun). Pendapatan terdiri dari upah, atau penerimaan tenaga kerja, 
pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga, dan deviden, serta pembayaran 
transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial dan asuransi 
pengangguran.35 
Menurut Todaro dalam arti luas pendapatan terdiri dari keuntungan-
keuntungan ekonomis yang diterima seseorang dalam satu periode. Sedangkan, 
menurut Sukirno apabila pendapatan pribadi dikurangi oleh pajak yang harus 
dibayar oleh penerima pendapatan, nilai yang tersisa dinamakan pendapatan 
disposible. Jadi pada hakekatnya pendapatan disposible adalah pendapatan 
yang dapat digunakan oleh para penerimanya, yaitu semua rumah tangga yang 
ada dalam perekonomian, untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang 
mereka inginkan, tapi biasanya tidak semua pendapatan disposible itu 
digunakan untuk tujuan konsumsi, sebagian daripadanya ditabung dan 
sebagian lainnya dipergunakan untuk membayar biaya untuk pinjaman yang 
dipergunakan untuk membeli barang secara mencicil.  
Pendapatan yang diterima rumah tangga berasal dari dua sektor yaitu dari 
pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan untuk sektor 
perusahaan, dan dari pembayaran gaji dan upah untuk sektor pemerintah. 
Dengan demikian PDRB perkapita adalah sebagai proksi pendapatan 
masyarakat akan berpengaruh terhadap konsumsi, dengan kata lain 
meningkatnya pendapatan masyarakat tentunya mengarah kepada PAD yang 
juga meningkat, karena bagaimanapun juga masyarakat terikat pada 
kebutuhannya akan barang dan jasa. Sejalan dengan hal tersebut PAD akan 
terpengaruh secara positif seiring dengan peningkatan PDRB perkapita 
tersebut. 
 





Investasi Swasta adalah penanaman modal atau pembentukan modal adalah 
pengeluaran untuk membeli barang modal yang dapat menaikkan produksi 
barang dan jasa di masa akan datang. Menurut Arsyad, pola investasi dalam 
suatu perekonomian tergantung pada kebijaksanaan pemerintah. Jika 
pemerintah merencanakan pengeluaran yang besar di bidang pelayanan umum 
dan barang publik seperti jalan kereta api, listrik, rumah sakit, sekolah, dan 
sebagainya, maka Perputaran ekonomi nya akan tinggi. Hal yang sama akan 
terjadi jika pembangunan di sektor-sektor dasar dan industri berat. Perputaran 
ekonomi ini akan rendah jika pola investasi lebih ditekankan pad pembangunan 
pertanian dan perindustrian rakyat dan padatkarya. Selanjutnya perutaran 
ekonomi bergantung kepada kebijaksanaan ketenagakerjaan.  
Di negara berpenduduk padat seperti Indonesia dimana pengangguran 
cukup banyak, kebijaksanaan pemerintah untuk mengatasi pengangguran 
dengan cepat akan mengarahkan investasi pada pembangunan jalan raya, 
pengairan, reklamasi tanah, rumah sakit, sekolah, perumahan dan pekerjaan 
umum lainnya. Dengan kondisi tersebut maka COR akan relatif tinggi, 
karenapembangunan proyek-proyek tersebut membutuhkan modal yang tidak 
sedikit. Tetapi kebijaksanaan pemerintah mengarah pada penyerapan 
pengangguran pada industri besar, khususnya industri manufaktur, maka COR 
akan lebih kecil. Hanya sedikit sekali modal dan ketenagakerjaan yang 
digunakan pada industri seperti itu bila dibandingkan dengan pekerjaan umum. 
Selanjutnya menurut Tjiptoheriyanto dalam meningkatkan kuantitas dan 
kualitas barang/jasa yang dihasilkan biasanya paling tidak ada dua pilihan, 
yaitu:36 
1. melakukan investasi modal (fisik) sehingga dapat dihasilkan barang 
dalam jumlah yang besar dan kemudian secara otomatis akan 
menurunkan harga barang tersebut untuk dapat bersaing; dan 
2. Melakukan investasi sumber daya manusia sehingga dapat 
menghasilkan suatu barang-barang yang berkualitas.  
 
36 Priyono Tjiptoherijanto. Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan Nasional. Fakultas 





Investasi swasta mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, 
pendapatan meningkat, daya beli masyarakat meningkat sehingga akan 






BAB III  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 











Sumber: Data Sekunder, Diolah 2020 
Kota Batu adalah merupakan salah satu kota yang memiliki keindahan alam 
yang sangat menganggumkan, dengan adanya hal tersebut menjadikan Kota 
Batu saat ini menjadi salah satu destinasi wisata paling favorit di Indonesia. 
Dahulu Kota Batu adalah “merupakan salah satu kecamatan yang ada di 
Kabupaten Malang. Namun, sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 
12 Tahun 1993, Kecamatan Batu berubah menjadi Kota Administratif Batu, dan 
kemudian pada tanggal 17 Oktober 2001 Kota Batu telah diresmikan menjadi 
daerah otonom yang berpisah dengan wilayah Kabupaten Malang. Secara 
administratif Kota Batu terbagi kedalam 3 (tiga) kecamatan yang ada yakni: 
Kecamatan Junrejo, Kecamatan Batu, dan Kecamatan Bumiaji. Secara 
keseluruhan luas wilayah dari Kota Batu itu sendiri adalah sebesar 199.09 Km2. 





berbeda-beda. Berikut ini akan digambarkan mengenai luas wilayah dari 
masing-masing kecamatan yang ada di Kota Batu, yakni sebagai berikut:37 
Tabel 3. 1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Batu 
Kecamatan Luas wilayah 
Bumiaji 127.98 Km2 
Batu 45.46 Km2 
Junrejo 25.65 Km2 
Sumber: Data Sekunder, Diolah 2020 
Berdasarkan Tabel 3.1 diatas, maka didapatkan suatu kesimpulan 
bahwasannya luas wilayah yang paling luas yang ada di Kota Batu terdapat di 
Kecamatan Bumiaji, sedangkan luas wilayah yang paling kecil adalah 
Kecamatan Junrejo. Sedangkan sebaran kelurahan yang terdapat di masing-
masing kecamatan dapat dirinci sebagai berikut:38  






Sumber: Data Sekunder, Diolah 2020 
Dari data Tabel 3.2 diatas dapat diketahui bahwasannya kecamatan yang 
memiliki kelurahan yang terbanyak terdapat pada Kecamatan Bumiaji, 
sedangkan kecamatan yang memiliki kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan 
 
37Badan Pusat Statistik Kota Batu. Kota Batu Dalam Angka (Batu Municipality in Figures) 
2020 (online). Badan Pusat Statistik Kota Batu. 2020. Hlm 9. 
https://batukota.bps.go.id/publication/2020/04/27/383dbaff7616e98ac9d0571c/kota-batu-dalam-
angka-2020.html. Diakses pada 02 Mei 2020. 





Junrejo. Secara astronomi sendiri, Kota Batu terletak diantara 122o17 sampai 
dengan 122o57 Bujur Timur dan 7o44 sampai dengan 8o26 Lintang Selatan. 
Adapun batas-batas wilayah dari Kota Batu sendiri adalah sebagai berikut:39 
1. Sebelah Utara :Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten 
Pasuruan  
2. Sebelah Timur  : Kabupaten Malang 
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang  
4. Sebelah Barat  : Kabupaten Malang  
Keadaan topografi dari Kota Batu sendiri adalah sebagian besar pegunungan 
dan perbukitan. Hal tersebut menjadikan Kota Batu terkenal sebagai daerah 
yang memiliki udara dingin. Selain itu, dengan keadaan topografi yang dimiliki 
oleh Kota Batu tersebut pada akhirnya menjadikan mayoritas penduduknya 
bekerja di sektor pertanian, perkebunan dan juga di sektor pariwisata. 
Sebagaimana kita ketahui, ciri khas Kota Batu adalah sebagai Kota Apel. Hal 
tersebut dikarenakan Kota Batu adalah salah satu kota di Indonesia yang mudah 
untuk ditanami buah apel, kemudian perkebunan yang terdapat di Kota Batu 
adalah mayoritas kebun apel. Hal tersebutlah yang pada akhirnya menjadikan 
Kota Batu sebagai Kota Apel. Selain itu, jika berbicara mengenai penduduk di 
Kota Batu, maka berikut rincian data jumlah penduduk, laju pertumbuhan 
penduduk, serta presentas penduduk menurut kecamatan yang ada di Kota 
Batu berdasarkan catatan terakhir dari Badan Pusat Statistik Kota Batu pada 
tahun 2018, yakni sebagai berikut:40  
 
39 Badan Pusat Statistik Kota Batu. Kota Batu Dalam Angka (Batu Municipality in Figures) 
2019 (online). Badan Pusat Statistik Kota Batu. 2019. Hlm 5. 
https://batukota.bps.go.id/publication/2019/08/16/cc143236cd063bd98ecdc875/kota-batu-dalam-
angka-2019.html. Diakses pada 2 Mei 2020. 





Tabel 3. 3 Presentase Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Batu 






20101 20102 2018  2019 2018-2019 
Batu 88.178 88.470 95.852  99.636 2.60% 46.58% 
Junrejo 46.382 46.543 51.186 54.668 3.07% 24.87% 
Bumiaji 55.624 55.793 58.750 63.150 2.32% 28.55% 
Kota Batu 190.184 190.806 205.788 217.454 2.64% 100% 
Sumber: Data Sekunder, Diolah 2020 
Dari tabel 3.3 diatas mengenai data penduduk di Kota Batu, maka dapat 
diketahui bahwasannya secara umum telah terjadi pertambahan jumlah 
penduduk di Kota Batu. Dari tahun 2018 hingga tahun 2019 jumlah presentase 
kenaikan penduduk mencapai 2.64% sesua hasil registrasi. Sedangkan terkait 
dengan penambahan jumlah penduduk di di Kota Batu dari tahun 2018 hingga 
tahun 2019 kurang lebih bisa mencapai 11.666 jiwa penduduk. Kenaikan jumlah 
penduduk tersebut seluruhnya terjadi di tiga kecamatan yang ada di Kota Batu.  
Sementara itu, terkait dengan lokasi penelitian penulis, maka dalam hal ini 
penulis melakukan penelitian di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batu. 
“Sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan, Dishub 
Kota Batu itu sendiri memiliki tugas untuk menyusun kebijakan dibidang 
perhubungan dan juga pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perhubungan. 
Arah kebijakan tersebut setidaknya terkait dengan peningkatan pelayanan 
perhubungan guna menciptakan keamanan, kenyamanan dalam penggunaan 
sarana dan prasarana transportasi serta lancarnya jalan roda perekonomian 
yang ada. Mengenai pelaksanaannya, dapat dilakukan melalui program dan 
kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan. Dishub Kota Batu dalam 
menjalakan tugas dan fungsinya memiliki visi, yakni:  





Untuk mewujudkan visi tersebut, Dishub Kota Batu juga memiliki misi yang ada, 
yakni: 
1. Meningkatnya Kompetensi SDM Penguji; dan  
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor.  
Berdasarkan penjelasan diatas mengenai jumlah pertumbuhan penduduk 
yang terjadi di Kota Batu dan juga mengenai kondisi geografis, topografi, dan 
lain hal yang berkaitan dengan Kota Batu, maka hal tersebut digunakan penulis 
sebagai salah satu variabel yang digunakan untuk dapat melakukan kajian 
terkait dengan permasalahan yang penulis teliti yakni pelaksanaan pengujian 
berkala kendaraan bermotor di Kota Batu dalam rangka meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu. Melalui data diatas, pada akhirnya 
penulis dapat memperoleh gambaran umum tentang kondisi masyarakat Kota 
Batu. 
B. Penerapan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 
PM 133 Tahun 2016 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 
di Kota Batu Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota 
Batu. 
Kebutuhan masyarakat terhadap suatu moda transportasi saat ini bisa 
dikatakan telah menjadi sebuah kebutuhan yang pokok.” Hal tersebut dapat 
kita lihat dari banyaknya masyarakat yang menggunakan transportasi sebagai 
salah satu sarana dalam pemenuhan kebutuhan hidup lainnya. Transportasi 
sendiri dapat diartikan sebagai media pemindahan barang dan/atau manusia 
dari suatu tempat yang satu ke tempat yang lain. Saat ini perkembangan dan 
pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada tersedianya 
pengangkutan yang ada pada negara tersebut.Sistem transportasi saat ini 
sendiri dibagi menjadi angkutan muatan dan juga manajemen sistem 
transportasi yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor eksternal yang 
dimaksud dapat mempengaruhi manajemen sistem transportasi adalah aturan 
perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah, kebijakan yang dibuat, dan 
pengaruh pemakai jasa. 
 Sistem transportasi yang berkembang hingga saat ini telah memberikan 
pelayanan berbagai macam bentuk pergerakan mekanis ke semua wilayah yang 





yang dikembangkan di Indonesia beriring dengan pemerataan hasil-hasil 
pembangunan nasional diantaranya:41 
1. Moda Udara;  
2. Moda Laut; dan 
3. Moda Darat, terdiri dari jalan raya, jalan rel, angkutan penyebrangan, 
angkutan lain-lain. 
Sementara itu sifat jasa, operasi, dan biaya membedakan alat transportasi 
menjadi 4 (Empat) kelompok, yakni:42 
1. Angkutan Kereta Api;  
2. Angkutan Motor dan Jalan Raya;  
3. Angkutan Laut; dan  
4. Angkutan Udara. 
Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia saat ini disebabkan oleh 
beberapa faktor yang ada, salah satunya adalah keadaan geografis Indonesia 
yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian 
besar laut, sungai, dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan 
melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah 
Indonesia.43 Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi juga dapat 
dipengaruhi oleh faktor lain, yakni mobilitas masyarakat itu sendiri. Apabila 
mobilitas masyarakat tinggi, maka kebutuhan masyarakat terhadap transportasi 
pun juga tinggi. Oleh karena itu peran penting pemerintah dalam mengatur hal 
yang berkaitan dengan transportasi khususnya transportasi umum sangat 
dibutuhkan. 
Keterlibatan dan juga tanggung jawab pemerintah terkait dengan 
penyelenggaraan transportasi umum sendiri secara yuridis telah diatur didalam 
“ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 
Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (PP 74/2014), yang berbunyi: 
1.  Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi 
kebutuhan angkutan orang dan/atau barang yang selamat, aman, 
nyaman, dan terjangkau; 
 
41 Hadihardaja Joetata. Sistem Transportasi. Universitas Guru Darma. Jakarta. 1997. Hlm 70. 
42 Nasution. Manajemen Transportasi. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1996. 





2. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas 
Penyelenggaraan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) untuk jasa Angkutan Orang dan/atau barang dengan 
Kendaraan Bermotor Umum.  
Ketentuan diatas adalah merupakan ketentuan pelaksana dari Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(UULLAJ) yang merupakan landasan utama dari pelaksanaan dan pengaturan 
mengenai transportasi dan lalu lintas. Tujuan dari pembentukan peraturan 
diatas pada dasarnya ditujukan untuk dapat mengatur mengenai 
penyelanggaraan moda transportasi umum yang selamat, aman, nyaman, dan 
terjangkau. Tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan angkutan 
umum tersebut tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah pusat saja, akan 
tetapi juga menjadi tugas dari pemerintah daerah. 
Sangat disayangkan, keberadaan transportasi umum yang disediakan oleh 
pemerintah di Indonesia yang memenuhi kriteria selamat, aman, nyaman, dan 
terjangkau masih sangat sulit untuk dijumpai. Hal tersebut pada akhirnya 
menimbulkan reaksi kekecewaan masyarakat atas penyediaan transportasi 
umum yang buruk oleh pemerintah. Pada akhirnya masyarakat lebih memilih 
menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan menggunakan 
transportasi umum yang disediakan oleh pemerintah. Hingga pada akhirnya, 
saat ini banyak masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor pribadi. 
Berdasarkan data yang dirilis dari laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS), pada 
kurun waktu tahun 2016 saja jumlah kendaraan bermotor di Indonesia sebesar 
129,2 Juta kendaraan. 44 
Pada tahun 2018 terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap jumlah 
kendaraan bermotor di Indonesia, yakni total kendaraan bermotor di Indonesia 
sebesar 146,9 Juta kendaraan yang terbagi ke dalam 4 (empat) jenis kendaraan 
bermotor yaitu mobil penumpang, mobil bis, mobil barang, dan juga sepeda 
motor sebagai kendaraan yang paling banyak jumlahnya.45 Bagi sebagian orang 
yang tidak memiliki kendaraan pribadi, transportasi umum adalah merupakan 
jalan keluar bagi mereka. Oleh karena itu, saat ini pemerintah dituntut untuk 
 
44 Badan Pusat Statistik. Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor menurut Jenis, 
Tahun 1994-2018 (online). Badan Pusat Statisik Nasional 






dapat menyediakan suatu sarana transportasi umum yang aman, nyaman, dan 
juga layak bagi masyarakat yang menggunakannya sebagaimana yang telah 
dijelaskan sebelumnya.” 
Keberadaan transportasi di Indonesia sendiri pada dasarnya telah 
memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian bangsa. Salah satu 
pendapatan yang terkait dengan transportasi yang dapat membantu 
membangun perekonomian di Indonesia adalah dari sektor Pajak Kendaraan 
Bermotor (PKB). Pajak ini dibebankan bagi setiap pemilik kendaraan bermotor 
yang ada. Pajak tersebut adalah merupakan salah satu pendapatan daerah 
yang diperoleh dari sektor transportasi. Berbicara mengenai keberadaan 
transportasi pada suatu negara, hal tersebut tidak hanya menimbulkan suatu 
dampak yang positif saja. Disisi lain, transportasi juga dapat memberikan 
dampak yang negatif bagi suatu negara. 
Saat ini, tingginya penggunaan masyarakat terhadap suatu transportasi baik 
itu yang bersifat umum ataupun yang bersifaat kendaraan bermotor pribadi, 
pada akhirnya menjadi penyebab utama padatnya lalu lintas di jalan raya. 
Dengan tingginya penggunaan transportasi yang ada di Indonesia saat ini, 
terutama bagi daerah yang dengan kepadatan lalu lintas yang luar biasa, maka 
dalam hal ini transportasi adalah merupakan salah satu faktor penyebab 
terjadinya penurunan kualitas udara, yang mana dapat mengakibatkan 
berbagai macam gangguan penyakit bagi manusia, contoh nya seperti 
gangguan infeksi saluran pernapasan pada manusia.  
Tidak berhenti pada hal itu saja, transportasi juga berkontribusi pada 
tingginya tingkat kecelakaan di jalan raya, berkontribusi pada deplesi sumber-
sumber energi tak terbarukan dan juga pembakaran bahan bakar tak 
terbarukan. Dengan adanya permasalahan yang timbul akibat adanya 
transportasi maka hal tersebut perlu mendapat perhatian yang lebih dari 
masyarakat dan juga pemerintah, dikarenakan masalah transportasi merupakan 
salah satu masalah terpenting dalam kebutuhan manusia terkhusus dalam hal 
menunjang aktifitas sehari-hari. 
Kompleksnya permasalahan mengenai transportasi di Indonesia, maka 
“diperlukan suatu aturan yang dapat megakomodir dan menyelesaikan segala 
permasalahan tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini Pemerintah selaku 





raya, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk memastikan keamanan 
dan kenyamanan dalam berkendara di jalan raya, serta memberikan 
perlindungan terhadap pengguna kendaraan bermotor dan juga pelestarian 
lingkungan hidup. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang 
mempergunakan kendaraan bermotor harus mampu menjamin daya jangkau 
dan pelayanan dengan memperhatikan keselamatan umum, kelestarian 
lingkungan serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam 
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.46 Kendaraan bermotor yang 
akan digunakan di jalan raya pun harus telah memenuhi segala ketentuan dan 
syarat yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Ketentuan atau syarat tersebut 
dapat berupa persyaratan teknis dan kelaikan jalan, termasuk persyaratan 
ambang batas emisi gas buang dan kebisingan.  
Secara hierarkitas peraturan perundang-undangan di Indonesia, UU LLAJ 
adalah merupakan landasan tertinggi dalam penyelenggaraan lalu lintas di 
Indonesia. Secara umum, UU LLAJ mengatur seluruh moda transportasi yang 
ada di Indonesia. Khusus untuk moda transportasi yang digunakan di jalan raya 
(kendaraan bermotor) didalam ketentuan Pasal 48 sampai dengan Pasal 55 UU 
LLAJ telah ditetapkan suatu ketentuan mengenai persayaratan teknis dan layak 
jalan kendaraan bermotor tersebut. Dan bukan hanya itu saja, didalam 
ketentuan tersebut juga mewajibkan setiap kendaraan bermotor yang diimpor, 
dibuat, dan dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib 
dilakukan pengujian tipe dan juga melakukan pengujian secara berkala 
terhadap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan raya.  
Hal tersebut dilakukan guna meminimalisir terjadinya kecelakaan dan 
pencemaran udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor yang tidak layak 
atau tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditentukan. Selain itu, 
pelaksanaan pengujian tipe dan pengujian secara berkala terhadap kendaraan 
bermotor yang ada (khususnya bagi kendaraan angkutan umum) ditujukan agar 
antara pengguna angkutan umum dengan penyedia angkutan umum terjadi 
keselarasan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan 
kelancaran berlalu lintas sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. 
 





Dibawah UU LLAJ, terdapat suatu ketentuan peraturan yakni berupa 
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (PP 55/2012). 
Peraturan tersebut adalah merupakan aturan pelaksana dari UU LLAJ.” Sama 
halnya dengan aturan diatas nya, dalam PP 55/2012ini juga mengatur terkait 
penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia. Dalam PP 55/2012 ini juga telah 
mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan dari Pasal 48 sampai Pasal 55 UU 
LAAJ, khususnya yang berkaitan dengan “Uji Tipe dan Uji Berkala terhadap 
kendaraan bermotor, yakni terdapat pada Pasal 121 PP 55/2012.  
Mengenai tata cara pelaksanaan Uji Tipe dan Uji Berkala terhadap kendaraan 
bermotor, hal tersebut diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung 
jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.47 Oleh 
karena itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang diwakilkan oleh 
Menteri Perhubungan, selaku pemegang kewenangan dalam hal ini, membuat 
suatu regulasi yang lebih teknis lagi yang mengatur mengenai pelaksanaan uji 
layak jalan kendaraan bermotor tersebut. Peraturan yang dikeluarkan tersebut 
berupa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang 
Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Permenhub 33/2018) dan juga Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala 
Kendaraan Bermotor (Permenhub 133/2015). 
Jika berbicara mengenai uji berkala kendaraan bermotor, maka dalam hal ini 
Permenhub 133/2015 adalah merupakan dasar hukum (legalitas) dari 
pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah. 
Berdasarkan Permenhub 133/2015 tersebut, yang dimaksud dengan pengujian 
kendaraan bermotor sendiri adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau 
komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam 
rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. 48 Sedangkan 
yang dimaksud dengan uji berkala itu sendiri adalah suatu bentuk pengujian 
kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan 
 
47 Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5317: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan pengujian diatur dengan peraturan 
Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.  
48 Pasal 1 Angka (7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang 





bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. 49 
Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor ini sifatnya wajib dan harus 
dijalankan di tiap-tiap daerah di Indonesia.  
Perihal pelaksanaan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor yang 
ada, jenis kendaraan yang diwajibkan untuk melakukan uji berkala baru 
terbatas pada kendaraan penumpang umum dan barang.50 Pelaksanaan uji 
berkala kendaraan bermotor sendiri dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali. 
Dengan adanya hal tersebut maka dalam hal ini kendaraan umum baik angkot, 
bus maupun kendaraan barang, kereta gandengan, kereta tempelan yang 
dioperasikan di jalan umum wajib” hukumnya untuk mematuhi peraturan yang 
berlaku dalam pengoperasiannya dan salah satu persyaratan sistem 
transportasi publik adalah harus mendapatkan pengujian bahwa kendaraan 
tersebut layak secara berkala sehingga layak untuk dipakai dan dituangkan 
dalam Buku Uji. 
Pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor sendiri dilaksanakan oleh 
unit pelaksana uji berkala.51 Unit pelaksana uji berkala yang dimaksud disini 
adalah “merupakan satuan pelaksana yang sebelumnya telah diakreditasi oleh 
menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan 
angkutan jalan, yang dalam hal ini adalah merupakan Menteri Perhubungan 
(Menhub).52 Agar dapat diakreditasi oleh Menhub, unit pelaksana uji berkala 
kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, 
yakni:53 
1. Lokasi; 
2. Kompetensi penguji Kendaraan Bermotor; 
 
49 Pasal 1 Angka (8) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang 
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296. 
50 Rosa Damayanti. Loc.cit. 
51 Pasal 1 Angka (15) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang 
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296: 
Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah unit tempat dilaksanakannya kegiatan uji 
berkala kendaraan bermotor.  
52 Pasal 1 Angka (21) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang 
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296: 
Yang dimaksud dengan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah proses 
pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana uji berkala kendaraan 
bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala kendaraan 
bermotor.  
53 Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Lembaran 






3. Standar fasilitas prasarana dan peralatan pengujian Kendaraan 
Bermotor; 
4. Keakurasian peralatan pengujian Kendaraan Bermotor;  
5. Sistem dan tata cara pengujian; dan  
6. Sistem informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor.  
Unit pelaksana uji berkala di Indonesia sendiri saat ini dilaksanakan oleh 
beberapa instansi yang ada, yakni instansi swasta yang ditunjuk oleh 
pemerintah yang telah memenuhi persyaratan diatas dan juga oleh instansi 
pemerintah yang ada di tingkat daerah yang merupakan unsur pelaksana 
urusan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Instansi pemerintah yang 
sebagaimana dimaksud adalah Dinas Perhubungan. 
 Berbicara mengenai Dinas Perhubungan (Dishub). maka dalam hal ini 
Dishub adalah merupakan bagian dari pemerintah daerah tingkat 
Kabupaten/Kota yang memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam 
melaksanakan segala urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang 
menjadi kewenangan daerah. Di era otonomi daerah saat ini, Dishub diberikan 
kewenangan untuk dapat melakukan segala upaya dan tindakan hukum untuk 
mengatur dan mengurus sendiri masalah rumah tangganya, yang mana dalam 
hal ini adalah dalam bidang transportasi. Lebih lanjut, dalam melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang transportasi, khususnya sebagai 
unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor, Dishub memiliki kewajiban yang 
telah ditentukan sebelumnya yakni:  
1. Melaksanakan pengujian sesuai dengan akreditasi dan sertifikasi;  
2. Mempertahankan mutu pengujian yang diselenggarakan;  
3. Membuat rencana dan pelaporan secara berkala setiap 
penyelenggaraan pengujian kepada Menteri yang bertanggung jawab 
di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;  
4. Menggunakan peralatan pengujian; dan  
5. Mengikuti tata cara pengujian. 
Terkait dengan pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor di Indonesia, 
hal tersebut adalah merupakan bagian dari kewenangan yang dimiliki oleh 
daerah. Hal yang demikian dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 23 





urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di 
bidang perhubungan, pengujian berkala kendaraan bermotor adalah 
merupakan sub urusan dan/atau kewenangan dari Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota. Sedangkan sub urusan Pemerintah Pusat hanya terbatas pada 
pelaksanaan uji tipe kendaraan bermotor, pelaksanaan akreditasi unit pengujian 
berkala kendaraan bermotor, dan juga pelaksanaan kalibrasi alat pengujian 
berkala kendaraan bermotor. 
Dengan ditetapkannya pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor sebagai 
bagian dari urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,” maka hal tersebut 
diharapkan dapat memberikan manfaat tersendiri bagi suatu daerah yang ada. 
Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan oleh suatu daerah dari adanya 
pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor adalah adalah “adanya 
sumber penerimaan daerah. Sumber penerimaan daerah sendiri menurut 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (UU 33/2004) bersumber dari: 
1. Pendapatan Asli Daerah;  
2. Dana Perimbangan; dan 
3. Lain-lain Pendapatan. 
Adanya pengujian berkala kendaraan bermotor sendiri diharapakan dapat 
menjadi sumber penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah.54 
Dalam hal ini, yang merupakan sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
adalah sebagai berikut: 
1. Pajak Daerah; 
2. Retribusi Daerah; 
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan; 
4. Lain-lain PAD yang sah.  
Terkait dengan biaya yang dikeluarkan oleh seseorang dalam melaksanakan 
pengujian berkala kendaraan bermotor, hal tersebut adalah termasuk kedalam 
sumber PAD yang berasal dari Retribusi Daerah. Terkait dengan hasil retribusi 
 
54 Pasal 1 Angka (18) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438: Yang dimaksud dengan 
Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan 





daerah, maka dapat ditarik suatu pemahaman yang mana hal tersebut 
merupakan pungutan yang secara sah menjadi pungutan daerah sebagai 
pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh 
jasa pekerjaan, usaha atau milik Pemerintah Daerah bersangkutan.  
Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat 
ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-
persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak 
membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetair nya tidak menonjol, 
dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah 
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi permintaan anggota 
masyarakat. Rumusan mengenai retribusi daerah dapat kita lihat pada Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 
28/2009).”55 Berkaitan dengan retibusi dari sektor pengujian berkala kendaraan 
bermotor, hal tersebut termasuk kedalam jenis retribusi jasa umum.56 
Saat ini, PAD bagi suatu daerah Kabupaten/Kota sangatlah penting. Hal 
tersebut dikarenakan PAD dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan 
pengeluaran daerah dan juga sebagai pembangunan suatu daerah 
Kabupaten/Kota. Apabila PAD pada suatu daerah Kabupaten/Kota besar, maka 
hal tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu modal dalam 
pembangunan dan pengembangan segala potensi yang ada pada suatu daerah 
tersebut, baik itu Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alamnya 
(SDA). Selain itu, tingginya PAD pada suatu daerah Kabupaten/Kota diharapkan 
dapat membantu Pemerintah Pusat dalam melaksanakn kebijakan otonomi 
daerah yang mandiri yang sesuai dengan nilai-nilai dan perwujudan Pancasila 
dan UUD NRI 1945 dengan baik dan maksimal.  
Berkorelasi pada penjelasan diatas, dengan adanya hal tersebut maka 
“dalam hal ini telah ditetapkan suatu ketentuan yang harus dipenuhi oleh 
 
55 Pasal 1 Angka (64) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049: Yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah 
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.  
56 Pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049: Yang dimaksud dengan Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang 
disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum 





Pemerintah Daerah pada umumnya dan Dishub pada khususnya agar 
pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dapat terlaksana dengan 
baik dan maksimal agar nantinya hal tersebut dapat memberikan dampak yang 
baik pula bagi sumber penerimaan daerah khususnya sektor PAD. Terkait 
dengan pelaksanaan uji berkala kendaran bermotor sebagaimana yang telah 
dijelaskan sebelumnya, maka dalam hal ini Dishub selaku dinas yang bertugas 
melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor yang terdapat di masing-
masing daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang baik dalam 
melaksanakan rangkaian pengujian berkala kendaraan bermotor. Pelayanan 
yang diberikan pun juga harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang ada, khususnya dalam hal ini Permenhub 133/2015.  
Tujuan dari pelayanan yang baik dalam pengujian berkala kendaraan 
bermotor adalah dapat memberikan suatu pemasukan bagi sumber penerimaan 
daerah dengan maksimal, khususnya dalam hal ini terhadap PAD suatu daerah. 
Dari banyaknya ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan yang ada mengenai uji berkala kendaraan bermotor, khususnya pada 
Permenhub 133/2015, salah satu poin penting yang harus disiapkan sebagai 
wujud pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam hal 
pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor adalah terkait dengan 
lokasi pengujian. 
 Untuk perlu diketahui, pada Permenhub 133/2015 menjelaskan 
bahwasannya pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilakukan oleh 
Dishub harus berupa pada fasilitas lokasi yang tetap (balai uji kendaraan 
bermotor). Hal tersebut dapat dilihat pada rumusan Pasal 14 ayat (1) 
Permenhub 133/2015 yang berbunyi: 
 Fasilitas pengujian kendaraan bermotor harus berupa fasilitas pada 
lokasi yang tetap.  
Ketentuan diatas memberikan gambaran bahwasannya Pemerintah Daerah 
melalui Dishub selaku pihak yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan 
uji berkala kendaraan bermotor di daerah sudah semestinya bisa menyediakan 
fasilitas pengujian berupa lokasi yang tetap untuk melaksanakan pengujian 





Salah satu contoh keterlibatan Pemerintah Daerah, khususnya dalam hal ini 
Dsihub atas pelaksanaan uji kelayakan kendaraan bermotor ataupun uji berkala 
kendaraan bermotor dapat kita lihat di berbagai macam daerah yang ada di 
Indonesia, seperti yang salah satu contohnya dilakukan oleh Kota Batu, yang 
terletak di Provinsi Jawa Timur. Sebagai kota yang identik dengan industri 
pariwisata dan pertaniannya, Kota Batu saat ini adalah merupakan salah satu 
Kota yang cukup padat di wilayah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan laporan 
terakhir dari BPS Kota Batu, di Tahun 2019 saja jumlah penduduk Kota Batu 
telah mencapai angka 207.490 (dua ratus tujuh ribu empat ratus sembilan 
puluh) jiwa penduduk yang ada.57 Dengan jumlah penduduk yang seperti itu, 
pada akhirnya memberikan konsekuensi lain terhadap sektor transportasi yang 
ada di Kota Batu. Salah satu konsekuensi yang timbul adalah padatnya tingkat 
kendaraan di Kota Batu.  
Hal yang demikian pada akhirnya juga membawa dampak pada jumlah 
tingkat wajib uji berkala kendaraan bermotor yang ada di Kota Batu itu sendiri. 
Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka didapatkan gambaran mengenai 
jumlah kendaraan wajib uji berkala yang ada di Kota Batu. Berikut ini akan 
diperlihatkan gambaran secara umum mengenai jumlah kendaraan wajib uji 
berkala yang ada di Kota Batu dari data terakhir di Tahun 2019:58  
 
57 Badan Pusat Statistik Kota Batu. 2020. Loc.Cit. Hlm 43. 





Tabel 3. 4 Jumlah Kendaraan Wajib Uji  




Mobil Penumpang 15.062 
Mobil Bus 50 
Mobil Barang 40 
Kendaraan Bermotor roda 2 117.594 
Kendaraan Bermotor roda 3 272 
Bus Sedang Kapasitas 17-35 orang 157 
Bus Kecil Kapasitas 9-16 orang 223 
Mobil Pick Up 5.248 
Truk Engkel 805 
Truk Besar 124 
Truk Tronton 13 
Ambulan 36 
Kendaraan Pemadam Kebakaran 1 
TOTAL  139.625 
Sumber: Data Sekunder, Diolah 2020.  
Dari Tabel 3.4 diatas dapat dijelaskan bahwasannya dari total 139.625 
(seratus tiga puluh sembilan enam ratus dua puluh lima) kendaraan wajib uji 
kendaraan yang ada di Kota Batu, dalam hal ini jumlah kendaraan wajib uji 
yang paling banyak di Kota Batu tersebut terdapat pada jenis kendaraan 
bermotor roda dua, dengan jumlah 117.594 (seratus tujuh belas lima ratus 
sembilan puluh empat) kendaraan, yang kemudian di posisi kedua disusul oleh 
jenis kendaraan mobil penumpang dan mobil pickup di posisi ketiga, dengan 
masing-masing jumlah 15.062 (lima belas ribu enam puluh dua) kendaraan 
untuk mobil penumpang dan 5.248 (lima ribu dua ratus empat puluh delapan) 
kendaraan mobil pickup.” Dari Tabel 3.4 tersebut juga dapat ditarik suatu 
kesimpulan, bahwasannya dengan melihat tingginya jumlah kendaraan wajib 
uji di Kota Batu, hal yang demikian tersebut dimungkinkan bisa memberikan 
kontribusi yang lebih terhadap sektor pemasukan daerah Kota Batu. Khususnya 
yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor ataupun retribusi uji berkala 





Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa terkait dengan 
penyelenggaran uji berkala kendaraan bermotor adalah merupakan 
kewenangan dari Dishub, maka dalam hal ini pelaksanaan uji berkala kendaraan 
bermotor di Kota Batu pun juga merupakan bagian dari kewenangan Dishub 
Kota Batu. Sebagai dinas yang melaksanakan segala urusan pemerintahan di 
bidang perhubungan, wewenang yang didapatkan oleh Dishub Kota Batu itu 
sendiri bersumber dari wewenang yang diberikan secara atributif. Sumber 
kewenangan yang diperoleh secara atributif/atribusi itu sendiri dapat dimaknai 
sebagai “kewenangan yang diperoleh secara langsung dari ketentuan aturan 
hukum yang ada. Jika dilihat pada aturan hukum yang ada, maka kewenangan 
yang dimiliki oleh Dishub Kota Batu itu sendiri berasal dari Peraturan Walikota 
Batu Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian 
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Batu (Perwal 
82/2016).  
Merujuk pada Perwal 82/2016 diatas, maka dalam hal ini aturan tersebut 
telah dirasa cukup dijadikan sebagai landasan ataupun payung hukum oleh 
Dishub Kota Batu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 
perhubungan, khususnya terkait dengan penyelenggaraan uji berkala 
kendaraan bermotor di Kota Batu. Namun sangat disayangkan, terkait dengan 
pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor di Kota Batu itu sendiri 
(sebagaimana yang diatur pada Permenhub 133/2015) tidak dapat sepenuhnya 
dilakukan oleh Dishub Kota Batu dengan sebagaimana mestinya. Salah satu 
faktor yang mempengaruhi tidak dapat dilaksanakannya pelayanan pengujian 
berkala kendaraan bermotor di Kota Batu adalah tidak terpenuhinya 
persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh Permenhub 133/2015 
tersebut.” 
Hal yang demikian jelas memberikan pengaruh yang besar terhadap sektor 
PAD Kota Batu pada khususnya dan memberikan pengaruh yang besar juga 
terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Kota Batu pada 
umumnya. Tujuan yang hendak dicapai dari adanya penerapan atas aturan 
tersebut pun juga tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hal 
tersebut juga memberikan pengaruh terhadap efektifitas suatu aturan tersebut. 
Berbicara mengenai penerapan/implementasi, maka menurut pendapat Fullan, 





program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau 
mengharapkan suatu perubahan. 59  
Dari pendapat Fullan tersebut jika dikaitkan dengan permasalahan dalam 
penelitian penulis, maka penerapan disini diartikan sebagai suatu proses dimana 
aturan hukum yang ada diberlakukan dimasyarakat dengan harapan 
memberikan dampak yang luas bagi pihak yang menerapkan dan melaksanakan 
aturan hukum tersebut. Penerapan tersebut sendiri adalah merupakan suatu 
tahapan yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Hal tersebut 
dikarenakan, suatu kebijakan akan dapat dikatakan berjalan dengan efektif 
dimasyarakat apabila kebijakan tersebut telah diterapkan sebelumnya oleh 
pihak yang memiliki wewenang dalam menerapkan kebijakan dan/atau aturan 
tersebut. 
Sementara itu, jika dilihat pada permasalahan yang ada maka sebagaimana 
yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu faktor yang menyebabkan tidak 
dapat dilaksanakannya pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor di 
Kota Batu adalah “tidak terlaksananya salah satu norma ataupun tidak 
terpenuhinya persyaratan yang ada di Permenhub 133/2015 dalam pelayanan 
pengujian kendaraan bermotor, yakni terkait penerapan atas suatu norma yang 
mengatur mengenai fasilitas pengujian kendaraan bermotor berupa lokasi yang 
tetap (sebagaimana hal tersebut diatur pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) 
Permenhub 133/2015). Untuk perlu diketahui, pada dasarnya tidak hanya di 
Kota Batu saja yang tidak memiliki balai uji kendaraan bermotor, akan tetapi 
masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang juga belum memiliki hal 
tersebut.  
Pada tahun 2018 saja, dari 160 daerah (unit pelaksana uji berkala kendaraan 
bermotor) di Indonesia yang diakreditasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan 
Darat Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubdat Kemenhub), dalam hal ini 
hanya 41 unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor saja yang berhasil lolos 
memenuhi kriteria layak sebagai penyelenggara uji kendaraan bermotor yang 
ada dan memperoleh sertifikasi.60 Padahal akreditasi yang dilakukan oleh Ditjen 
 
59 Abdul Majid.Op.Cit. 
60 Liputan 6. Tak Lolos Sertifikasi, Izin Ratusan Tempat Pengujian KIR Terancam 
Dicabut. 2018. https://www.liputan6.com/otomotif/read/3578264/tak-lolos-sertifikasi-izin-ratusan-





Hubdat Kemenhub tersebut adalah merupakan penilaian formal yang menjadi 
salah satu syarat bagi unit pelaksana uji berkala dalam menyelenggarakan uji 
berkala kendaraan bermotor di daerah. Adanya akreditasi tersebut itu sendiri 
dimaksudkan agar semua tempat uji berkala yang ada di Indonesia bisa 
memiliki standar pelayanan yang sama.61 
Dengan tidak lolosnya balai uji kendaraan bermotor di Kota Batu atas 
akreditasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 
tersebut, pada akhirnya membuat masyarakat Kota Batu harus merelakan 
waktu dan tenaga nya untuk dapat melakukan uji berkala kendaraan bermotor 
miliknya pada balai uji kendaraan bermotor yang ada di daerah terdekat dari 
domisilinya (dalam hal ini Balai Uji Kabupaten Malang dan/atau Kota Malang).” 
Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber yang ada, yakni 
Bapak Dany Setiyawan dan Bapak Muhaimin selaku Staf Penguji Kendaraan 
Bermotor Dishub Kota Batu, dimana yang bersangkutan menjelaskan bahwa 
tidak lolosnya akreditasi balai uji kendaraan bermotor milik Dishub Kota Batu 
disebabkan karena Dishub Kota Batu tidak memiliki balai uji dan alat uji 
kendaraan bermotor. Sehingga pada akhirnya Dishub Kota Batu hanya 
melakukan pelayanan rekomendasi bagi kendaraan uji pertama, mutasi masuk, 
mutasi keluar, dan rubah bentuk. Sedangkan, pelaksanaan “uji berkala bagi 
kendaraan wajib uji dilimpahkan ke Kabupaten/Kota terdekat.  
Lebih lanjut Ibu Gadis Dewi selaku Kepala UPT Pengujian Kendaraan 
Bermotor Dishub Kota Batu menambahkan bahwa semenjak Agustus tahun 
2018, balai uji kendaraan bermotor milik Dishub Kota Batu sudah dinyatakan 
tidak lolos akreditasi dari Kemenhub. Dengan demikian maka secara teknis 
Dishub Kota Batu tidak diperbolehkan untuk melakukan pelayanan uji berkala 
kendaraan bermotor yang ada.  
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber yang ada 
tersebut, dapat ditarik kesimpulan yang mana dalam hal ini Dishub Kota Batu 
saat ini tidak dapat melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor yang 
ada (sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam PP 55/2012 dan Permenhub 
133/2015). Salah satu faktor yang melandasi hal tersebut adalah tidak 







Hubdat Kemenhub, yakni mengenai persyaratan lokasi (fasilitas Balai Uji KIR 
yang ada).62  
Dengan adanya hal tersebut, maka pelaksanaan uji berkala kendaraan 
bermotor untuk kendaraan bermotor yang teregister di Kota Batu sendiri harus 
melalui beberapa mekanisme yang ada. Berikut ini penjelasan dari 
mekanisme/prosedur yang telah ditentukan, khususnya terkait dengan 
pemberian rekomendasi uji berkala oleh Dishub Kota Batu dalam proses 
melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor dari tahap awal hingga tahap 
akhir, yakni: 











Sumber: Data Sekunder, Diolah 2020 
Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber yang ada, yakni Kepala 
UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dan Staf Penguji Kendaraan 
Bermotor Dishub Kota Batu (Ibu Chamidah), terdapat beberapa alasan yang 
menjadikan Kota Batu belum memiliki lokasi uji kendaraan bermotor (balai uji), 
yakni dikarenakan penentuan lokasi yang belum tepat hingga saat ini. 
Mengingat syarat-syarat untuk mendirikan Gedung uji itu tanahnya harus 600 
m2 (meter persegi) dengan lebar jalan kurang lebih 10m (meter).  
 
62 Pasal 37 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang 
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296. 
Pendaftaran rekomendasi 
kendaraan wajib uji 
numpang uji keluar 
Pengecekan kewajiban 













Terkait hal tersebut, maka dalam hal ini mengenai pelaksanaan uji berkala 
kendaraan bermotor di Kota Batu harus dilakukan oleh masyarakat Kota Batu 
di lokasi lain yang berada di sekitar luar wilayah Kota Batu itu sendiri, yakni di 
balai uji kendaraan bermotor milik Kabupaten Malang dan/atau balai uji 
kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Dishub Kota Malang dengan membawa 
rekomendasi yang telah diberikan sebelumnya oleh Dishub Kota Batu. Hal yang 
demikian sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala UPT Pengujian 
Kendaraan Bermotor, dimana yang bersangkutan menjelaskan bahwa 
dengan tidak adanya Gedung uji (lokasi uji berkala),” maka dari itu Dishub Kota 
Batu tetap berupaya untuk melakukan pelayanan uji berkala yang ada, dengan 
salah satu caranya adalah memberikan rekomendasi uji berkala kepada pemilik 
kendaraan bermotor. Adanya hal tersebut otomatis penerapan atas ketentuan 
Pasal 14 ayat (1) Permenhub 133/2015 yang dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah Kota Batu dan Dishub Kota Batu tidak dapat diterapkan dan berjalan 
dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan yang hendak di capai.  
Padahal jika Pasal 14 ayat (1) Permenhub 133/2015 tersebut bisa 
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batu, maka hal tersebut jelas memberikan 
kontribusi yang besar terhadap sektor PAD Kota Batu, khususnya atas retribusi 
daerah. Selama ini Pemerintah Kota Batu tidak memiliki pendapatan daerah 
yang berasal dari sektor pengujian berkala kendaraan bermotor, mengingat 
pelaksanaan pelayanan pengujian berkala itu sendiri tidak dapat dilaksanakan 
oleh Dishub Kota Batu. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, 
pelaksanaan uji berkala untuk pemilik kendaraan bermotor yang teregistrasi di 
Kota Batu itu sendiri harus dilaksanakan di luar wilayah Kota Batu, seperti 
misalnya di Kabupaten Malang dan/atau Kota Malang. Hal tersebut di satu sisi 
memberikan kerugian terhadap sumber pendapatan daerah Kota Batu 
sedangkan di sisi yang lain memberikan keuntungan terhadap sumber PAD 
Kabupaten dan/atau Kota Malang.  
Sebenarnya mengenai pelaksanaan atas uji berkala kendaraan bermotor di 
daerah (lokasi) lain diluar kendaraan tersebut diregistrasikan memang bukan 
merupakan sesuatu hal yang dilarang oleh aturan hukum yang ada.63 Akan 
 
63 Pasal 144 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Lembaran 





tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipenuhi oleh pemilik kendaraan 
tersebut agar dapat melakukan numpang uji (pelaksanaan uji berkala di lokasi 
lain), salah satunya adalah “terkait dengan surat rekomendasi yang diberikan 
dari pihak unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor dimana kendaraan 
bermotor tersebut terdaftar (registrasi).64 
Pada dasarnya, pelaksanaan pelayanan pengujian berkala kendaraan 
bermotor di Kota Batu itu sendiri pada dasaranya baru resmi dilakukan secara 
mandiri oleh Dishub Kota Batu di tahun 2018.  
Berkorelasi dengan penjelasan diatas, pelaksanaan pelayanan pengujian 
berkala kendaraan bermotor baru bisa dilakukan secara mandiri oleh Dishub 
Kota Batu di tahun 2018 dikarenakan setelah pada tahun 2018 tersebut 
pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor tidak lagi menjadi satu dengan 
Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu). Hal demikian 
sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala UPT Pengujian Kendaraan 
Bermotor Dishub Kota Batu, dimana yang bersangkutan menjelaskan bahwa 
pelaksanaan uji berkala sebelum tahun 2018 masih dilakukan pada lokasi uji 
berkala yang terletak di Karanglo (Kabupaten Malang). Hal tersebut mengingat 
hak pakai atas lokasi uji tersebut masih dimiliki oleh 3 wilayah Malang Raya, 
yakni Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.  
Dari penjelasan Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub 
Kota Batu tersebut dapat kita simpulkan bahwa dahulu (sebelum tahun 2018), 
lokasi pengujian kendaraan bermotor untuk pemilik kendaraan bermotor yang 
tergistrasi di Malang raya hanya di lakukan di satu lokasi yang ada yakni di balai 
uji yang terletak di daerah Karanglo. Baru setelah di tahun 2018 pengujian 
terhadap kendaraan bermotor tersebut dilakukan oleh tiap-tiap kota secara 
mandiri melalui Dishub masing-masing. Meskipun demikian, penulis tetap 
mencoba untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pelayanan 
pengujian kendaraan bermotor dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir 
(2015-2019).  
 
Nomor 5317: Dalam keadaan tertentu uji berkala Kendaran Bermotor dapat dilakukan pada unit 
pelaksana uji berkala kendaraan bermotor.  
64 Pasal 50 huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian 
Berkala Kendaraan Bermotor. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296: Mendapat 
rekomendasi dari Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tempat kendaraan bermotor yang 





Hal diatas dimaksud oleh penulis untuk melihat seberapa besar kemungkinan 
perolehan PAD Kota Batu jika penerapan Pasal 14 ayat (1) Permehub 
133/2015 tersebut dapat dilaksanakan di Kota Batu. Untuk itu, penulis mencoba 
untuk melakukan perbandingan antara pelayanan pengujian kendaraan 
bermotor oleh Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Batu. 
Sebagaimana untuk bahan perbandingan tersebut, maka dalam hal ini penulis 
mencoba untuk menjabarkan terlebih dahulu perolehan (realisasi) PAD 
Kabupaten Malang khususnya dari sektor retribusi pengujian kendaraan 
bermotor di Kabupaten Malang, yakni sebagai berikut:65 
Tabel 3. 5 Realisasi Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan 
Bermotor Kabupaten Malang 2015-2019 
















Sumber: Data Sekunder, Diolah 2020. 
Dari Tabel 3.5 diatas, dapat kita lihat bahwasannya pelaksanaan pengujian 
berkala kendaraan bermotor di Kabupaten Malang dalam hal ini jelas 
memberikan pengaruh yang besar terhadap sektor retribusi daerah, khususnya 
atas PAD Kabupaten Malang. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir saja (2015-
2019) perolehan PAD Kabupaten Malang dari sektor retribusi pengujian 
kendaraan bermotor selalu berada pada kisaran 2 miliar rupiah. 
 
65 Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Malang (Tahun Anggaran 2015-2019). Badan Pemeriksa 






Hal yang demikian sangat berbanding terbalik dengan yang terjadi di Kota 
Batu. Dikarenakan pelaksanaan pelayanan uji berkala terhadap pemilik 
kendaraan bermotor yang beregister Kota Batu tidak dapat dilakukan di Dishub 
Kota Batu, maka dalam hal ini jelas memberikan pengaruh terhadap sektor PAD 
Kota Batu. Sebelum melihat realisasi pendapatan Kota Batu dari sektor retribusi 
pengujian kendaraan bermotor yang ada, ada baiknya kita melihat terlebih 
dahulu jumlah kendaraan wajib uji kendaraan bermotor di Kota Batu yang taat 
administrasi dan juga taat melaksanakan uji berkala kendaraan bermotor. 
Berikut ini uraian atas hal tersebut: 
“Tabel 3. 6 Jumlah Kendaraan Taat Uji  







Sumber: Data Primer, Diolah 2020  
Berdasarkan tabel 3.6 daitas dapat kita lihat, bahwa jumlah kendaraan taat 
administrasi dan taat uji berkala yang ada di Kota Batu setiap tahunnya 
mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 jumlah kendaraan taat administrasi 
dan taat uji pada saat itu berjumlah 6.773 kendaraan. Sedangkan, di tahun 
2019 jumlah kendaraan yang taat administrasi dan taat uji berkala berjumlah 
7.700 kendaraa. Atas hal tersebut, maka berikut ini akan digambarkan 
mengenai target dan realisasi pendapatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota 





pengujian kendaraan bermotor yang ada di Kota Batu dalam kurun waktu 5 
(lima) tahun terakhir (2015-2019) yakni sebagai berikut:66 
Tabel 3. 7 Realisasi Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan 
Bermotor Kota Batu 2015-2019 
No Uraian Retribusi 



















Sumber: Data Sekunder, Diolah 2020. 
Berdasarkan Tabel 3.7 diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu lima 
tahun tersebut, target yang selalu direncanakan oleh Pemerintah Kota Batu 
terkait dengan PAD khususnya atas sektor retribusi pengujian kendaraan 
bermotor di Kota Batu selalu tidak dapat memenuhi target yang ada. Meskipun 
di tabel 3.6 dijelaskan bahwa “tahun 2019 jumlah kendaraan yang taat 
administrasi berada pada jumlah 7.700 kendaraan, akan tetapi realisasi 
pendapatan yang diperoleh dari sektor pengujian berkala kendaraan bermotor 
di Kota Batu pada tahun 2019 tersebut (sebagaimana dapat dilihat pada tabel 
3.7) sangat jauh dari target yang ada.  
 
66 Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah Kota Batu (Tahun Anggaran 2015-2019. Badan Pemeriksa Keuangan 





 Adanya perbedaan antara realisasi PAD Kabupaten Malang dengan Kota 
Batu khususnya atas retribusi pengujian kendaraan bermotor (sebagaimana 
yang ada pada Tabel 3.5 dan Tabel 3.7 diatas) pada dasarnya memang benar 
bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor yang ada, seperti misalnya 
jumlah penduduk, jumlah kendaraan wajib uji, dan lain sebagainya. Akan tetapi, 
bila didasarkan pada hasil penelitian (observasi) penulis dilapangan, salah satu 
faktor yang sangat memiliki pengaruh terbesar terhadap realisasi pendapatan 
Kota Batu (Tabel 3.7) sehingga atas target yang ada tidak dapat terpenuhi 
adalah dikarenakan tidak adanya lokasi uji dan tidak dapat dilaksanakannya 
pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor di Dishub Kota Batu 
(sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya).  
Selama ini, PAD yang diperoleh Dishub Kota Batu dari sektor retribusi 
pengujian kendaraan bermotor (sebagaimana yang terdapat pada Tabel 3.7) 
pada dasarnya bukan dari kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, 
melainkan dari denda keterlambatan atas pengujian kendaraan bermotor yang 
ada. Jika kita merujuk pada PP 55/2012 tentang Kendaraan, denda 
keterlambatan tersebut adalah merupakan bentuk dari pemberian sanksi 
administratif kepada pemilik kendaraan bermotor yang ada.67  
Hal yang demikian juga sebagaimana yang dijelaskan oleh narsumber yang 
ada, yakni Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Kota Batu, 
dimana yang bersangkutan menjelaskan bahwasannya kondisi yang demikian 
ini adalah merupakan suatu konsekuensi bagi Dishub Kota Batu akibat dari tidak 
memiliki tempat pengujian (balai uji). Hingga pada akhirnya kendaraan yang 
teregister di Kota Batu harus melakukan uji berkala kendaraan bermotor di 
daerah lain dan tidak dapat dilakukan pengujian oleh Dishub Kota Batu itu 
sendiri. Sehingga hal tersebut pada akhirnya membuat Dishub Kota Batu hanya 
memperoleh pendapatan dari denda uji berkala pemilik kendaraan yang telah 
telat uji dan ganti buku uji. 
Kemudian, yang bersangkutan juga menambahkan bahwasannya Selama 
beberapa tahun belakangan ini PAD sektor uji berkala masuknya tidak ke Kota 
 
67 Pasal 175 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5317: Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 121 ayat (1), Pasal 123 ayat (4), atau 





Batu melainkan ke Kota Malang atau Kabupaten Malang. Namun, dalam hal ini 
Kota Batu hanya mendapatkan PAD dari denda Uji KIR (denda telat uji) pemilik 
kendaraan bermotor. Kondisi tersebut jelas menjadi beban bagi Kota Batu, 
mengingat Kota Batu memiliki target per tahun dari sektor PAD sesuai dengan 
Perda APBD. Akan tetapi hasilnya kurang lebih hanya setengah dari target per 
tahun. 
Dari penjelasan tersebut juga dapat kita lihat dan simpulkan bahwa meski 
terhadap kegiatan uji berkala baru dilaksanakan secara mandiri oleh Dishub 
Kota Batu pada tahun 2018, akan tetapi realisasi pendapatan yang diperoleh 
Dishub Kota Batu dari sektor retribusi pengujian kendaraan bermotor sejak 
tahun tersebut (2018) hingga saat ini bukanlah merupakan dari hasil pelayanan 
pengujian berkala kendaraan bermotor, melainkan dari perolehan denda telat 
uji yang merupakan bentuk pemberian sanksi administratif bagi pemilik 
kendaraan yang telat melakukan pengujian kendaraan bermotor miliknya. 
Maka dari itu, dalam hal ini penerapan dari ketentuan Pasal 14 ayat (1) 
oleh Pemerintah Kota Batu sangat dirasa penting untuk segera direalisasikan 
(diwujudkan) mengingat sektor PAD adalah merupakan salah satu sektor yang 
vital untuk membantu pembangunan perekonomian dan pemerintahan daerah. 
Terlebih lagi dari fakta yang diperoleh penulis dilapangan, yakni sesuai dengan 
data yang dimiliki oleh UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Kota Batu, 
dari 8.700 (delapan ribu tujuh ratus) kendaraan yang telah teregistrasi di Kota 
Batu sebagai kendaraan wajib uji, setidaknya terdapat 4.000 (empat ribu) 
kendaraan wajib uji yang melakukan uji berkala kendaraan bermotor. Jika 
diasumsikan 4.000 (empat ribu) kendaraan wajib uji tersebut melakukan uji 
berkala di lokasi/wilayah lain, maka dalam hal ini Pemerintah Kota Batu telah 
kehilangan retribusi daerah yang cukup besar, khususnya dari sektor retribusi 
pengujian kendaraan bermotor.  
Merujuk pada Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, tarif yang dikenakan dalam 
pelaksanaan uji berkala adalah sebesar Rp. 19.500 (sembilan belas ribu lima 





rupiah).68 Jika dalam setahun katakanlah 4.000 (empat ribu) kendaraan 
tersebut melakukan uji berkala di Dishub Kota Batu, maka bisa dipastikan 
sumber PAD khususnya atas retribusi daerah bisa bertambah dan/atau bahkan 
melampaui target yang ada.  
Berdasarkan seluruh penjelasan diatas, maka dari itu dapat disimpulkan 
bahwasannya penerapan atas ketentuan Pasal 14 ayat (1) Permenhub 
133/2015 oleh Dishub Kota Batu tidak dapat diterapkan dengan sebagaimana 
mestinya. Hal tersebut pada akhirnya memberikan dampak terhadap efektifitas 
dari pelaksanaan ketentuan peraturan tersebut. Dalam hal yang demikian, tidak 
di implementasikannya ketentuan Pasal 14 ayat (1) tersebut olah Pemerintah 
Kota Batu berpengaruh terhadap sektor PAD Kota Batu, khususnya atas 
retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor. 
C. Faktor Penghambat dan Pendorong Dinas Perhubungan Kota Batu 
Dalam Melaksanakan Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala 
Kendaraan Bermotor di Kota Batu. 
Sebagaimana kita ketahui bahwasannya kelaikan kendaraan bermotor baik 
yang digunakan untuk pribadi maupun kendaraan bermotor yang digunakan 
untuk umum (transportasi umum) seperti angkutan kota, maupun kendaraan 
yang lainnya, menjadi hal yang wajib dan perlu diperhatikan dengan baik oleh 
pemilik kendaraan maupun pengemudi. Pelaksanaan uji berkala kendaraan 
bermotor itu sendiri merupakan hal yang wajib dilakukan oleh pemilik/ 
pengemudi kendaraan bermotor setiap 6 bulan sekali. Hal ini agar sejalan 
dengan ketentuan Pasal 2 Permenhub 133/2015, yang menjelaskan 
bahwasannya pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor ini ditujukan 
untuk:69 
a. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap pengguna 
kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dijalan; 
 
68 Lampiran I Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 39 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian 
Kendaraan Bermotor. Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2003 Nomor 46 Seri C. Lampiran Peraturan 
Daerah Kota Batu Nomor 39 Tahun 2003. 
69 Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala 





b. Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan 
pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, 
kereta gandengan, dan kereta tempelan; dan  
c. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.” 
Namun tujuan yang telah digagas dengan sebaik mungkin oleh pemerintah, 
terkadang hal tersebut malah tidak berjalan dengan sesuai apa yang telah 
direncanakan sebelumnya. Tentu saja ada beberapa faktor yang menjadi 
penghambat dalam perjalanan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Jika dilihat 
dalam permasalahan yang penulis teliti, maka faktor penyebab tidak dapat 
dilaksanakannya pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor di Kota Batu 
oleh Dishub Kota Batu disebabkan tidak diterapkannya ketentuan Pasal 14 
ayat (1) Permenhub 133/2015 di Kota Batu. Tidak diterapkannya aturan 
tersebut jelas memberikan pengaruh terhadap keberlakuan hukum tersebut. 
Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, penerapan 
suatu kebijakan ataupun aturan sangat erat kaitannya dengan konsep 
keberlakuan hukum. Keberlakuan hukum itu sendiri dalam hal ini sangat 
menentukan apakah hukum (aturan) tersebut dapat diterapkan dengan efektif 
di masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 
Kadangkala penerapan atas suatu ketentuan perаturаn seringkali terаbаikаn, 
hinggа аkhirnyа аturаn tersebut tidаk dapat berjаlаn dengan sebаgаimаnа 
mestinyа. Hаl tersebut bisa saja disebabkan oleh beberapa faktor yang ada. 
Menurut Soerjono Soekanto, ada 3 (tiga) hal yang mempengaruhi tentang 
berlakunya suatu ketentuan hukum tersebut, ketiga hal tersebut oleh Soerjono 
Soekanto disebut sebagai gelding theory.70 Jika dilakukan kajian yang lebih 
dalam lagi terhadap keberlakukan dan efktifitas hukum tersebut, maka akan 
ditemukan suatu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberlakuan dan 
efektifitas hukum yang ada. Faktor-faktor tersebut dapat disebabkan dari dalam 
(internal) ataupun luar (eksternal) suatu organisasi tersebut. Menurut 
Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang menentukan agar suatu 
 
70 Bagir Manan. Op.Cit. Yang termasuk gelding theory menurut Soerjono Soekanto adalah 
sebagai berikut: 1) Kaidah hukum tersebut berlaku secara yuridis; 2) Kaidah hukum tersebut diterima 





kaidah/norma hukum dapat benar-benar berfungsi secara efektif dan 
ditegakkan dengan baik di masyarakat, yakni:71 
1. Faktor Hukumnya; 
2. Faktor Penegak Hukum; 
3. Faktor Saran atau Fasilitas;  
4. Faktor Masyarakat; dan  
5. Faktor Kebudayaan.  
Terkait dengan kendala/permasalahan yang dihadapi oleh Dishub Kota Batu 
dalam hal tidak dapat dilaksanakannya rumusan Pasal 14 ayat (1) Permenhub 
133/2015 itu sendiri disebabkan oleh beberapa faktor yang ada, yakni sebagai 
berikut:  
1. Faktor Penghambat 
Sehubungan dengan tidak diterapkannya Pasal 14 ayat (1) 
Permenhub 133/2015 oleh Pemerintah Kota Batu, hingga pada 
akhirnya memberikan dampak yang besar terhadap PAD Kota Batu, 
maka dengan ini ada beberapa hal yang menyebabkan aturan tersebut 
tidak dapat diterapkan, yakni sebagai berikut:  
a. Aturan yang dibuat sudah jelas, tapi sulit dilakukan.  
Faktor penghambat pertama yang menjadi penyebab tidak dapat 
diterapkannya Pasal 14 ayat (1) Permehub 133/2015 oleh Dishub 
Kota Batu adalah dikarenakan sulitnya menerapkan norma yang ada 
pada aturan itu sendiri. Penerapan yang sulit tersebut bukan 
dikarenakan tidak adanya kejelasan atas rumusan aturan tersebut 
ataupun aturan yang ada menimbulkan sebuah multitafsir, 
melainkan lebih kepada tidak adanya dukungan dari penegak 
hukum lainnya dalam menerapkan aturan tersebut. Penegak hukum 
lainnya yang dimaksud disini adalah Balai Pengelola Transportasi 
Darat (BPTD) Provinsi Jawa Timur.  
Sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis (UPT) di tingkat 
Provinsi yang berada dibawah nanungan Kementerian 
Perhubungan, BPTD memiliki tugas untuk menganani pengelolaan 
 





transportasi darat dan juga pengelolaan pelabuhan penyebrangan 
komersial ataupun perintis. Secara tidak langsung, BPTD juga 
membawahi Dishub Kota Batu.  
Salah satu hal yang dirasa menjadi penyebab tidak adanya 
dukungan tersebut adalah kurangnya komunikasi yang dibangun 
antara kedua belah pihak tersebut (Dishub Kota Batu dan BPTD). 
Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala UPT 
Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Kota Batu, dimana yang 
bersangkutan menjelaskan bahwa sangat disayangkan BPTD tidak 
bisa mengcover Kota Batu dalam upaya melakukan uji teknis dan 
uji berkala kendaraan bermotor yang ada. Padahal semestinya 
BPTD bisa melakukan berbagai macam upaya agar Dishub Kota 
Batu bisa melakukan uji teknis dan uji berkala mengingat Dishub 
Kota Batu belum memiliki Gedung uji.  
Lebih lanjut, beliau juga menambahkan bahwa pada dasarnya 
Dishub Kota Batu sendiri telah melakukan berbagai macam upaya 
agar bisa memiliki lokasi ujii berkala. Beberapa diantaranya dengan 
cara melakukan audiensi dengan Walikota, mengirim surat 
permohonan ke Walikota yang disesuaikan dengan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RMPJMD) tentang arah 
kebijakan pembangunan, dan lain sebagainya.  
Sebagai realitas dari implementasi program kebijakan, tentu saja 
dibutuhkan hubungan yang baik di antara instansi yang terkait. 
Hubungan yang baik tersebut meliputi dukungan komunikasi dan 
koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar 
instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan 
koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi 
agar program-programnya tersebut dapat direalisasikan dengan 
tujuan serta sasarannya.  
Semakin baik komunikasi ataupun kordinasi yang dijalin diantara 
para pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi 
kebijakan, maka dalam hal ini akan sangat kecil kemungkinan 





tersebut justru akan memungkinkan kebijakan tersebut dapat 
berjalan dengan efektif. 
b. Fasilitas sarana dan prasarana yang tidak memadai. 
Terhadap fasilitas dan sarana maka hal tersebut juga bisa 
menjadi faktor penentu dalam menentukan apakah suatu ketentuan 
hukum telah diterapkan dengan efektif di kehidupan di 
masayarakat. Untuk perlu diketahui, Sarana dan fasilitas ini 
merupakan hal yang terpenting dalam mendukung dan berjalannya 
suatu penegakan hukum, dimana sarana dan fasilitas ini dapat 
mencakup tenaga dari masyarakat yang sudah terdidik dan kreatif, 
memiliki kelembagaan yang baik, peralatan dan sarana yang 
memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. 
Untuk itu, dalam hal ini faktor kedua yang menyebabkan tidak 
terlaksananya ketentuan Pasal 14 ayat (1) Permehub 133/2015 
di Kota Batu adalah terkait dengan fasilitas sarana dan prasarana 
yang mendukung penegakan hukum tersebut tidak memadai. 
Terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batu dan 
Dishub Kota Batu untuk menerapkan aturan ini menjadi salah satu 
faktor penyebabnya. Hal tersebut mengingat kebutuhan untuk 
pembangunan Gedung uji berkala membutuhkan biaya yang tidak 
cukup sedikit.  
Menurut Kepala UPT dan Staf Dishub Kota Batu 
(sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan 
sebelumnya) untuk dapat melaksanakan pengujian kendaraan 
bermotor di Kota Batu, setidaknya harus memiliki tanah seluas 600 
m2 (meter persegi) dengan lebar jalan kurang lebih 10m (meter). 
Hal tersebut jelas membutuhkan dana yang tidak sedikit. Menurut 
Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Kota Batu 
Sejak tahun 2018, Dishub telah mengajukan permohonan ke 
Pemerintah Pusat (Kemenhub). Namun, permohonan tersebut 
hingga saat ini belum ada jawaban. Akan tetapi Dishub Kota Batu 
tetap optimis di tahun 2020 ini penetapan lokasi untuk Gedung uji 





Meskipun Meskipun kita tidak membangun sendiri dan tidak 
memiliki tanah yang banyak (luas).  
Lebih lanjut, yang bersangkutan juga menambahkan untuk saat 
ini yang sangat penting adalah bagaimana Dishub Kota Batu bisa 
menyiasati agar Gedung Uji di Kota Batu itu ada. Meskipun Gedung 
uji tersebut hanya terdapat satu jalur pengujian. Untuk perlu 
diketahui, Gedung uji milik Dishub Kota Malang dan Kabupaten 
Malang yang ada saat ini telah memiliki dua jalur pengujian.  
Berdasarkan penjelasan diatas terkait dengan faktor penghambat penerapan 
Pasal 14 ayat (1) Permenhub 133/2015 oleh Dishub Kota Batu, dapat 
disimpulkan bahwasannya yang menjadi penghambat dalam penerapan aturan 
tersebut adalah tidak adanya dukungan dari aparat penegak hukum lainnya 
yang ada dan komunikasi yang terjalin diantara penegak hukum dalam hal ini 
kurang padu dan serasi. Selain itu, Fasilitas dan sarana yang diperlukan untuk 
menunjang penegakan hukum (penerapan Pasal 14 ayat (1) Permenhub 
133/2015) yang ada dirasa masih jauh dari kata cukup. Jika dilihat, maka faktor-
faktor penghambat diatas adalah merupakan faktor yang berasal dari internal 
Dishub Kota Batu.  
Namun, adanya hal tersebut pada akhirnya juga berdampak pada 
masyarakat Kota Batu. Terkait hal tersebut penulis pada akhirnya mencoba 
mencari tahu mengenai respon masyarakat terhadap pelaksanaan uji berkala 
kendaraan bermotor di Kota Batu. Untuk melihat gambaran dari respon 
masyarakat terhadap pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor di 
Kota Batu, maka penulis dalam hal ini menyebar angket/kuesioner kepada 13 
orang masyarakat Kota Batu (responden) yang dipilih secara acak. Keseluruhan 
responden tersebut memiliki latar belakang yang berbeda beda, namun 
responden penulis disini keseluruhannya adalah laki-laki. Berikut ini penulis 
akan memberikan gambaran mengenai latar belakang dari keseluruhan 
responden yang penulis gunakan, yakni: 
Tabel 3. 8 Gambaran Umum Responden 
Responden Pekerjaan Responden Pekerjaan 
Responden 1 Pedagang Responden 2 Supir 





Responden 5 Petani Responden 6 Petani 
Responden 7 Petani Responden 8 Supir 
Responden 9 Supir Responden 
10 
Supir 
Responden 11 Supir Responden12 Supir 
Responden 13 Supir  
Sumber: Data Primer, Diolah 2020. 
Dari tabel 3.8 diatas, dapat dilihat bahwa responden yang bekerja sebagai 
supir berjumlah 8 orang, petani berjumlah 4 orang, dan sebagai pedagang 1 
orang. Terkait dengan hal tersebut, maka penulis mendapatkan hasil jawaban 
dari kuesioner yang penulis sebar ke seluruh responden yang ada. Berikut ini 
akan dijelaskan mengenai hasil kuesioner yang penulis sebar kepada 
responden: 
Tabel 3. 9 Respon Masyarakat Kota Batu 
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Sumber: Data Primer, Diolah 2020. 
Berdasarkan tabel 3.9 diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya respon 
masyarakat terhadap pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor di Kota Batu 
sangat bervariasi. Terkait dengan pertanyaan pertama yang penulis ajukan 
kepada responden yang ada, dalam hal ini ada 12 orang yang menyatakan 
pernah melaksanakan uji berkala kendaraan bermotor di luar Kota Batu. Dalam 
hal ini 12 orang responden tersebut melaksanakan uji berkala di Kota Malang. 
sedangkan satu orang responden melaksanakan uji berkala di Kota Pasuruan. 
Hal tersebut mengingat satu orang responden ini bekerja di Kota Pasuruan. 
Berkorelasi dengan penjelasan diatas, dalam hal ini penulis juga dapat 
menyimpulkan bahwasannya ke-12 orang responden tersebut mengetahui 
bahwa pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor untuk kendaraan Kota Batu 
tidak dapat dilakuan di UPT Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dishub Kota 
Batu. Mayoritas responden dalam hal ini menjawab bahwa tidak dapat 
dilaksanakannya uji berkala kendaraan bermotor di Kota Batu disebabkan 
karena tidak adanya fasilitas berupa lokasi pengujian yang ada. Sementara itu, 
satu orang responden menjawab tidak mengetahui bahwa pelaksanaan uji 
berkala kendaraan bermotor untuk kendaraan Kota Batu tidak dapat dilakuan 
di UPT Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dishub Kota Batu. 
Sementara itu, terkait dengan pertanyaan yang penulis ajukan kepada 
seluruh responden yang ada mengenai kendala yang dialami respondem selama 
melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor, dalam hal ini 11 orang 
responden merasa kendala tersebut muncul karena adanya lokasi pengujian 
berkala yang sangat jauh. Selain terkait masalah lokasi, dalam hal ini satu orang 
responden juga merasa terkendala dengan biaya lebih yang harus dikeluarkan 
untuk melaksanakan uji berkala kendaraan bermotor. Sedangkan, satu orang 
responden meras tidak memiliki kendala dalam melaksanakan pengujian 
berkala kendaraan bermotor. Mengingat satu orang responden ini melakukan 
uji berkala di Kota Pasuruan. Dari keseluruhan responden yang ada, dalam hal 
ini responden (masyarakat kota Batu) berharap Kota Batu bisa memiliki fasilitas 





tetap. Hal tersebut agar mempermudah masyarakat Kota Batu dalam 
melaksanakan uji berkala kendaraan bermotor miliknya.  
Berdasarkan uraian mengenai tabel 3.9 diatas maka dapat dilihat 
bahwasannya faktor penghambat tersebut pada akhirnya memberikan dampak 
terhadap masyarakat. Akan tetapi, faktor penghambat tersebut tidak 
menyebabkan Dishub Kota Batu tidak ingin melaksanakan dan mewujudkan 
ketentuan norma yang ada dalam Permenhub 133/2015 tersebut. Dalam hal 
ini, terdapat beberapa faktor yang mendorong Dishub Kota Batu untuk dapat 
melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor di Kota Batu, khususnya 
atas penerapan Pasal 14 ayat (1) Permenhub 133/2015 tersebut. Adapun 
yang menjadi faktor pendorong tersebut adalah berikut:  
2. Faktor Pendorong 
Terkait dengan faktor pendorong agar ketentuan Pasal 14 ayat 
(1) Permenhub bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batu pada 
umumnya dan Dishub Kota Batu pada khususnya, dalam hal ini penulis 
merumuskan 2 (dua) faktor yang ada, yakni sebagai berikut:  
a. Masyarakat yang taat hukum merasa keberatan jika 
dilakukan diluar wilayah 
Tidak adanya lokasi (Gedung uji) untuk pelayanan pengujian 
berkala kendaraan bermotor di Kota Batu oleh masyarakat dirasa 
sangat tidak efektif dan efisien.” Terkait hal tersebut, masyarakat 
merasa keberatan jika pengujian kendaraan bermotor harus 
dilakukan di Kabupaten Malang atau Kota Malang. Hal tersebut 
sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Chamidah selaku Staf 
Penguji, dimana yang bersangkutan menjelaskan bahawasannya 
Kebanyakan masyarakat yang minta surat rekomendasi ke Dishub 
Kota Batu dalam hal ini merasa keberatan kalau misalkan harus 
melaksanakan uji di Kabupaten/Kota Malang. Biaya yang mereka 
keluarkan pastinya cukup banyak, terlebih lagi memakan waktu 
yang lama.  
Lebih lanjut, yang bersangkutan juga menambahkan bahwa hal 
tersebut semakin berat bagi mereka (masyarakat) jika telah datang 





uji dan harus kembali lagi untuk uji ulang. Kondisi yang demikian 
jelas membuat mereka harus mengeluarkan biaya yang tidak 
sedikit.  
Terkait hal tersebut, pada dasarnya Dishub Kota Batu sudah 
melakukan upaya yang ada. Untuk perlu diketahui, masyarakat Kota 
Batu juga telah diajak oleh Dishub Kota Batu untuk melakukan 
audiensi dengan Pemerintah Kota Batu. Hal tersebut sebagaimana 
yang dijelaskan oleh “Kepala UPT Pengujian Kendaraan 
Bermotor Dishub Kota Batu, dimana audiensi dengan Walikota 
Batu tidak hanya dilakukan sendiri oleh Dishub Kota Batu, akan 
tetapi dalam hal ini masyarakat juga turut ikut serta dalam audiensi 
dengan Walikota Batu. Bahkan pengajuan permohonan untuk 
pembangunan Gedung uji juga telah disampaikan langsung oleh 
masyarakat Kota Batu. Ikut sertanya masyarakat dalam hal ini agar 
masyarakt juga bisa mengetahui kondisi yang terjadi saat ini.  
Dari hal tersebut, Kepala UPT Pengujian Kendaraan 
Bermotor Dishub Kota Batu berharap Kota Batu bisa memiliki 
lokasi uji sendiri, agar masyarakat dimudahkan dan bisa menjadi 
PAD bagi Kota Batu. 
b. Kota Batu harus bisa mandiri dalam pelaksanaan uji berkala 
kendaraan bermotor yang ada saat ini.  
Faktor kedua yang menjadi pendorong agar penerapan Pasal 14 
ayat (1) dapat dilaksanakan adalah terkait dengan kemandirian 
suatu daerah. Sejak Kota Batu memisahkan diri dari Kabupaten 
Malang, hingga saat ini dalam pelaksanaan pengujian berkala 
kendaraan bermotor belum dilakukan secara mandiri oleh Kota 
Batu. Semestinya Pemerintah Kota Batu tidak hanya menyediakan 
lahan untuk sektor wisata nya, akan tetapi juga bisa menyediakan 
lokasi uji untuk pengujian berkala kendaraan bermotor di Kota Batu. 
Penyediaan lokasi tersebut dianggap sangat penting, mengingat 
masyarakat Kota Batu sudah cukup merasa dipersulit dengan 
keadaan yang saat ini. Menurut Kepala UPT Pengujian 





Kendaraan Bermotor Dishub Kota Batu telah mengupayakan dengan 
berbagai macam cara agar bisa memiliki lokasi sendiri. Mengingat 
lokasi ini harus ada, agar masyarakat ya dipermudah.  
Lebih lanjut yang bersangkutan juga menerangkan bahwasannya 
Sebagai kota wisata yang memiliki lahan yang luas, semestinya jelas 
Kota Batu bisa memiliki lahan yang dikhususkan untuk lokasi uji 
berkala kendaraan bermotor yang ada. Mengingat jika terdapat 
lahan dan lokasi uji berkala, tentu saja masyarakat jelas akan 
merasa dipermudah.  
Berdasarkan penjelasan diatas terkait dengan faktor pendorong 
penerapan Pasal 14 ayat (1) oleh Dishub Kota Batu dapat 
disimpulkan bahwa yang menjadi faktor pendorongnya adalah 
Masyarakat yang taat hukum merasa keberatan jika dilakukan diluar 
wilayah. Selain itu, Kota Batu harus bisa mandiri dalam pelaksanaan 
uji berkala kendaraan bermotor yang ada saat ini. Hal tersebut 
dimaksudkan agar masyarakat merasa dipermudah dalam pelayanan 
pengujian berkala kendaraan bermotor yang ada. 
Tersedianya lokasi pengujian kendaraan bermotor juga diharapkan 
dapat meningkatkan jumlah kendaraan yang melakukan pengujian 
setiap harinya dan juga meningkatkan PAD Kota Batu dari sektor 




BAB IV  
PENUTUP  
A. Kesimpulan  
Dari penelitian penulis atas permasalahan yang terjadi di lapangan, dalam 
hal ini ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari hasil pembahasan 
terhadap rumusan masalah penelitian penulis. Adapun yang menjadi 
kesimpulan tersebut yakni:  
1. Penerapan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 
PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 
dalam hal ini tidak diterapkan oleh Pemerintah Kota Batu pada 
umumnya serta Dinas Perhubungan Kota Batu pada khususya. Akibat 
dari tidak diterapkannya ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala 
Kendaraan Bermotor tersebut pada akhirnya memberikan dampak 
yang besar terhadap sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu. 
Dalam hal ini hampir setiap tahunnya, Kota Batu tidak dapat memenuhi 
target PAD dari sektor retribusi pengujian kendaraan bermotor. 
Realisasi yang diperoleh Kota Batu dari sektor retribusi pengujian 
kendaraan bermotor justru jauh dari target yang ada.  
2. Faktor penghambat tidak dapat dilaksanakannya ketentuan Pasal 14 
ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 
tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor oleh Dinas 
Perhubungan Kota Batu disebabkan oleh beberapa faktor yang ada, 
yakni sebagai berikut: 
a. Aturan yang dibuat sudah jelas, tapi sulit dilakukan. Hal tersebut 
disebabkan tidak adanya dukungan dari aparat penegak hukum 
lainnya yang ada dan komunikasi yang terjalin diantara penegak 
hukum dalam hal ini kurang padu dan serasi. 
b. Fasilitas dan sarana yang diperlukan untuk menunjang 
penegakan hukum yang ada dirasa masih jauh dari kata cukup. 
Terbatasnya anggaran yang dimiliki untuk membangun lokasi uji 





Sedangkan yang menjadi faktor pendorong agar ketentuan Pasal 14 
ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 
tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dapat dilaksanakan 
oleh Dinas Perhubungan Kota Batu adalah sebagai berikut: 
a. Masyarakat yang taat hukum merasa keberatan jika dilakukan 
diluar wilayah. 
b. Kota Batu harus bisa mandiri dalam pelaksanaan uji berkala 
kendaraan bermotor yang ada saat ini. 
B. Saran  
Dari pembahasan penulis atas permasalahan yang ada di lapangan, maka 
dari itu penulis merasa perlu untuk memberikan saran yang dapat digunakan 
oleh para pihak dalam menyelesaikan persoalan yang ada tersebut. Adapun 
yang menjadi saran dari penulis adalah sebagai berikut:  
1. Pemerintah Daerah Kota Batu semestinya bisa memberikan pelayanan 
pengujian berkala kendaraan bermotor dalam bentuk lain. Misalnya: 
dengan layanan keliling uji berkala kendaraan bermotor yang ada.  
2. Pemerintah Daerah Kota Batu sesegera mungkin untuk dapat 
menentukan dan menyediakan lokasi uji berkala kendaraan bermotor 
yang ada di Kota Batu  
3. Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak swasta maupun 
masyarakat dalam menyediakan alternatif sarana dan prasarana yang 
berkaitan dengan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor di 
Kota Batu yang ada saat ini.  
4. Penambahan jumlah annggaran yang nantinya akan digunakan untuk 
pembangunan lokasi dan/atau Gedung uji berkala yang ada di Kota 
Batu.  
5. Pemerintah Kota Batu dapat mengambil keputusan dan/atau langkah 
yang tegas dalam memenuhi kebutuhan yang ada terkait dengan 
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